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DAFTAR TRANSLITERASI 
A. Transliterasi  
1. Konsonan  
Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai berikut: 
b : ب z :  ز f : ف 
t : ت  s : س q : ق 
ts : ث  sy : ش k : ك 
j : ج  sh : ص l : ل 
h : ح  dh : ض m : م 
kh : خ  th : ط n : ن 
d : د  zh : ظ  w : و 
dz : ذ  ' : ع  h : ه 
r : ر  gh : غ  y : ي 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').  
2. Vokal dan Diftong 
a. Vokal atau bunyi (a),  (i) dan  (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut: 
Vokal  Pendek  Panjang 
 Fathah   a â 
 Kasrah  i î 
 Dammah  u û 
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b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya: 
bayn  dan qawl. 
a. Syahadah dilambangkan dengan konsonan ganda. 
b. Kata sandang al- (alif lam ma'rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali bila 
terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar 
(Al-) Contohnya: Al-qur’an. 
c. Ta‟ marbutha (ة) ditranliterasikan dengan t. Tetapi jika ia terletak di akhir 
huruf h.Contohnya: Fatimah 
d. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata atau kalimat yang 
belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata atau kalimat yang 
sudah dibakukan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak 
ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Al-Qur‟an, 
sunnah dan khusus. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks 
Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh, misalnya:  
تيبل ا له ا (Ahl Al-Bayt). 
B. Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
1. BPK = Badan Pemeriksa Keuangan 
2. H. = Hijriah  
3. HIR = Het Hezelane Inland Reglement 
4. KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
5. KUHAP =  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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6. M. = Masehi 
7. PBB = Perserikatan Bangsa-Bangsa 
8. PPATK =  Pusat Pelaporan dan Anaisis Transaksi Keuangan 
9. Q.S...(...).... = Quran, Surah....., ayat..... 
10. ra. = Radiyalllahu „Anhu  
11. saw. = Salla Allâhu 'Alayhi wa Sallam 
12. swt. = Subhanahû wata'alâ 
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DAFTAR TRANSLITERASI 
A. Transliterasi  
3. Konsonan  
Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai berikut: 
b : ب z :  ز f : ف 
t : ت  s : س q : ق 
ts : ث  sy : ش k : ك 
j : ج  sh : ص l : ل 
h : ح  dh : ض m : م 
kh : خ  th : ط n : ن 
d : د  zh : ظ  w : و 
dz : ذ  ' : ع  h : ه 
r : ر  gh : غ  y : ي 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').  
4. Vokal dan Diftong 
a. Vokal atau bunyi (a),  (i) dan  (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut: 
Vokal  Pendek  Panjang 
 Fathah   a â 
 Kasrah  i î 
 Dammah  u û 
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b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya: 
bayn  dan qawl. 
c. Syahadah dilambangkan dengan konsonan ganda. 
d. Kata sandang al- (alif lam ma'rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali bila 
terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar 
(Al-) Contohnya: Al-qur’an. 
e. Ta‟ marbutha (ة) ditranliterasikan dengan t. Tetapi jika ia terletak di akhir huruf 
h.Contohnya: Fatimah 
f. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata atau kalimat yang 
belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata atau kalimat yang 
sudah dibakukan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak 
ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Al-Qur‟an, 
sunnah dan khusus. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks 
Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh, misalnya:  
تيبل ا له ا (Ahl Al-Bayt). 
B. Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
1. BPK  = Badan Pemeriksa Keuangan 
2. H.  = Hijriah  
3. HIR  = Het Hezelane Inland Reglement 
4. KUHP  = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
5. KUHAP  =  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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6. M.  = Masehi 
7. PBB  = Perserikatan Bangsa-Bangsa 
8. PPATK  =  Pusat Pelaporan dan Anaisis Transaksi Keuangan 
9. Q.S...(...).... = Quran, Surah....., ayat..... 
10. ra.  = Radiyalllahu „Anhu  
11. saw.  = Salla Allâhu 'Alayhi wa Sallam 
12. swt.  = Subhanahû wata'alâ 
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ABSTRAK 
NAMA  : UMMUL KHASANAH 
NIM   : 10300110031 
JURUSAN  : HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN 
JUDUL               : PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 013-022/PUU-IV/2006 DALAM 
PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN 
BEREKSPRESI 
 
Sripsi ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Latar belakang yang digunakan adalah 
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam melakukan  judicial review 
Undang-Undang terhadap UUD 1945 tidak serta merta Mahkamah Konstitusi dapat 
membatalkan UU tanpa adanya permohonan dari warga Negara yang menganggap 
UU tersebut merugikan hak-hak konstitusinya. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi 
menghapus Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP. Permohonan tersebut 
diajukan oleh Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si., dan Pandapotan Lubis. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk: 1) mengetahui Penerapan hukum dalam Putusan No. 013-022/PUU-
IV/2006 dan 2) mengetahui implikasi hukum Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006. 
 
Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan 
yuridis. Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan 
mengutip, menyadur, dan menganalisis dengan menggunakan analisis ini terhadap 
literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, 
kemudian mengulas, dan menyimpulkannya. 
 
 Setelah mengadakan pembahasan tentang tata urutan norma-norma menurut 
Hans Kelsen dan Implikasi hukum dalam pengambilan putusan terhadap perkara di 
pengadilan. Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP diterapkan berdasarkan 
Asas Konkordansi. Penulis berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut sudah tidak tepat 
lagi di berlakukan di Indonesia, mengingat Negara Indonesia adalah negara yang 
Demokrasi dan negara yang memiliki Kontitusi. Dalam Konstitusi Indonesia telah 
menjamin Hak Konstitusional warga negara tepatnya dalam Amandemen UUD 1945 
tentang Hak Asasi Manusia yaitu  Pasal 27 (1), Pasal 28, Pasal 28D (1), Pasal 28E (2) 
(3) dan Pasal 28F. Menurut penulis penerapan hukum dalam judicial review sesuai 
dengan “superior derogat lege inferiori”. Sehingga Pasal 134, Pasal 136 bis dan 
Pasal 137  sudah layak di hapuskan dalam KUHP, karena bertentangan dengan 
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Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah 
memberikan kepastian hukum, keadilan dan manfaat bagi masyarakat Indonesia 
dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi terkait Presiden dan Wakil Preisden. 
 
 Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disarankan, walaupun pasal 
tentang Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden telah di hapuskan 
karena tidak sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat yang makin terbuka 
dan demokratis. Namun perlu adanya payung hukum yang jelas, tidak menimbulkan 
ambigu atau multi tafsir dalam masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia sebagai sebuah negara, diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 
1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan tersebut, tepatnya pada tanggal 18 
Agustus 1945, Indonesia menetapkan dan mensahkan UUD 1945 sebagai konstitusi 
Negara. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara, pada dasarnya 
merupakan penyanggah utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pemahaman seperti ini, sesungguhnya tidak terlepas dari pengertian dan fungsi 
konstitusi itu sendiri, yakni sebagai aturan dasar dan menjadi penyangga utama untuk 
tegak kokohnya suatu Negara.
1
 
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, lahir dari dinamika dan pergulatan pemikiran para pendiri bangsa 
(founding fathers) dalam durasi waktu yang relatif singkat. Pergulatan pemikiran 
tersebut terjadi, pada dasarnya demi untuk menghasilkan konstitusi yang ideal. 
Kendati demikian, dinamika dan pergulatan pemikiran tersebut, tidak serta merta 
menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi yang telah sempurna. Hal ini karena UUD 
1945 lahir secara prematur. Selain itu, eksistensi UUD 1945 yang bersifat tekstual 
dan tetap, tentu tidak akan mampu mengakomodir secara utuh perubahan-perubahan 
                                                          
1
Mexsasai Indra, Dinamika Hukum T 
ata Negara Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 42. 
1 
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sosial yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi di era 
derasnya arus globalisasi. 
Mengingat adanya kelemahan atau kekurangan pada UUD 1945 tersebut, 
maka beberapa saat setelah Indonesia merdeka, penyempurnaan berusaha untuk 
dilakukan.Namun, upaya tersebut gagal dilakukan, bahkan pada masa Orde Baru, 
kelemahan-kelemahan yang ada dalam UUD 1945 dimanfaatkan. UUD 1945 oleh 
penguasa Orde Baru dijadikan sebagai sesuatu yang sakral dan tak boleh disentuh 
oleh siapapun, bahkan hanya penguasa (presiden) yang boleh menafsirkan makna 
yang terkandung dalam UUD 1945. Alhasil, keadaan ini melahirkan pemerintahan 
yang otoriter (otoritarianisme). 
Otoritarianisme Orde Baru tersebut, terus membungkam mulut rakyat 
Indonesia selama kurang lebih 32 tahun. Pembungkaman di lakukan dengan berbagai 
macam cara, bahkan melibatkan kekuatan militer untuk melakukan represif terhadap 
warga Negara. Keadaan ini, melahirkan sejarah kelam dalam sistem berdemokrasi di 
Negara Republik Indonesia. 
Selain dengan dalih bahwa hanya penguasalah (presiden) yang boleh 
menafsirkan UUD 1945, otoritarianisme Orde Baru juga memberlakukan secara 
semena-mena pasal-pasal KUHP sesuai dengan tafsirannya sendiri demi 
melanggengkan kekuasaan. Pasal-pasal KUHP tersebut, khususnya yang 
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berhubungan dengan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden pasal 134, 136 
bis dan pasal 137 yang berbunyi sebangai berikut:
2
 
Pasal 134 
Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 4.500. 
Pasal 136 bis 
Perkataan penghinaan dengan sengaja dalam Pasal 134 mengandung juga 
perbuatan yang diterangkan dalam pasal 315,  jika itu dilakukan kalau yang dihinakan 
tak hadir, yaitu baik dimuka umum dengan beberapa perbuatan, maupun tidak dimuka 
umum, tetapi dihadapan lebih dari empat orang atau dihadapan orang lain, yang hadir 
dengan tidak kemauannya dan yang merasa tersentuh hatinya, akan itu, dengan 
perbuatan, atau dengan lisan atau dengan tulisan. 
Pasal 137 
1) Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau 
gambar yang isinya menghina Presiden atau Wakil Presiden dengan niat 
supaya isinya yang menghina itu diketahui oleh orang banyak atau lebih 
diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selamanya satu tahun empat 
bulan atau denda sebanyaknya Rp 4500. 
2) Jika si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu 
melakukan kejahatan itu belum lagi lalu dua tahun sesudah tetap hukumnya 
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R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bogor: Politeia, 1995), h. 121-122. 
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yang dahulu sebab kejahatan yang serupa itu juga, maka ia dapat dipecat dari 
jabatannya. (KUHP 35, 144, 208, 310 s, 315, 483, 488). 
Setiap aksi penyampaian pendapat/kritikan yang dilakukan oleh warga Negara 
terhadap penguasa Orde Baru dinilai sebagai tindak pidana penghinaan dengan 
sengaja  terhadap presiden dan wakil presiden, kemudian pelakunya ditangkap dan 
dijebloskan ke penjara. Korban-korban dari pasal karet (haatzaai artikelen) antara 
lain Aberson Marle Sihalolo, Sri Bintang Pamungkas, Nuku Soleman, Tri Agus S 
Siswowiharjo, dan Yeni Rosa Damayanti.
3
 
Keadaan tersebut di atas, sesungguhnya merupakan sebuah dilema di dalam 
sebuah Negara demokrasi. Sebab, sejatinya demokrasi, kebebasan berpendapat dan 
berekspresi merupakan hak warga Negara yang dijamin oleh Negara.Selain dilema 
dalam sistem demokrasi, keadaan tersebut juga menunjukkan adanya antinomi (dua 
pernyataan tentang satu hal yang saling bertentangan)
4
 pada internal sistem hukum 
yang mestinya tidak boleh terjadi. Namun, karena tidak ada lembaga yang berwenang 
untuk melakukan judicial review atas Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka 
keadaan tersebut berlalu begitu saja. 
Setelah rakyat lelah dengan tingkah penguasa Orde Baru yang otoriter dan 
korup, maka gerakan perlawanan secara besar-besaran terhadap rezim Orde Baru pun 
bergulir di antaranya: Peristiwa Cimanggis, Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, 
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 Maratun Nashihah, “Mereka Yang Dianggap Hina Presiden”, Suara Merdeka Online. 09 
Desember 2006. http://www.suaramerdeka.com/harian/0612/09/nas05.htm (1 Maret 2014) 
4
 Soesilo, Kamus Hukum (Jakarta: Gama Press, 2009), h. 51. 
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Tragedi Semanggi I dan II, dan Tragedi Lampung.
5
 Alhasil, meskipun mengorbankan 
banyak hal, termasuk nyawa para aktivis.Kekuasaan Orde Baru rontok oleh gerakan 
Reformasi. Tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998 penguasa Orde Baru (Soeharto) turun 
dari jabatan kepresidenannya. 
Adapun tuntutan reformasi pada saat itu, beberapa diantaranya adalah 
menegakkan supremasi hukum dan melakukan amandemen terhadap UUD 1945. 
Alhasil, kurang lebih setahun setelah bergulirnya Rezim Orde Baru, tepatnya pada 
tanggal 19 Oktober 1999 amandemen terhadap UUD 1945 berhasil dilakukan dan 
hingga kini telah terjadi empat kali amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar 
1945 sebagai berikut pertama adalah mengendalikan kekuasaan presiden dan hak 
legislasi dikembalikan ke DPR, sedangkan presiden berhak mengajukan RUU kepada 
DPR;  amandemen kedua dimuatnya ketentuan tentang hak asasi manusia (HAM) 
yang lebih luas dan keberadaan lembaga DPR; amandemen ketiga substansi 
penjelasan yang sifatnya normatif dimasukkan dalam batang tubuh UUD 1945; 
amandemen keempat membatasi kewenangan presiden yang sebelumnya “mutlak” 
menjadi kewenangan dalam pengawasan rakyat melalui wakilnya, yaitu DPR.
6
 
Pasca amandemen UUD 1945 tersebut, maka telah terjadi perubahan dalam 
sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Salah satu diantaranya perubahan 
dalam sistem ketatanegaraan tersebut adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai 
                                                          
5“Gerakan Mahasiswa di Indonesia” Wikipedia. 
http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_mahasiswa_di_Indonesia#1998(1 Maret 2014) 
6
 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 
1945 (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2011), h. 2-5. 
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sebuah lembaga yang berwenang pertama menguji undang-undang terhadap UUD 
1945, kedua memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, ketiga memutuskan pembubaran partai 
politik, keempat memutuskan tentang perselisian pemilihan umum.
7
Dengan 
demikian, lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan angin segar bagi warga Negara, 
karena adanya Mahkamah Konstitusi hak-hak konstitusional warga Negara dapat 
terjamin. 
Kendati demikian, meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan 
dalam melakukan  judicial review
8
 Undang-Undang terhadap UUD 1945 tidak serta 
Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan UU tanpa adanya permohonan dari warga 
Negara yang menganggap UU tersebut merugikan hak-hak konstitusinya. Hal ini 
terdapat dalam Pasal 51 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana dijabarkan 
dalam Pasal 3 Peraturan MK No. 06/PMK/2005.
9
 Hal ini karena hakim Mahkamah 
Konstitusi bersifat menunggu para pihak yang mengajukan permohonannya. Seperti 
                                                          
7
 Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Cet. I; Jakarta: Sekretariat 
Jenderal dan Kepanitraan Makhkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010),  h. 9. 
8
 Istilah judicial review terkait dengan istlah belanda “toetsingsrecht”, tertapi keduanya 
memiliki perbedaan terutama dari sisi tindakan hakim. Toetsingsrecht bersifat terbatas pada penilaian 
hakim terhadap produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada lembaga yang 
membentuk. Sedangkan dalam konsep judicial review secara umum terutama di negara-negara Eropa 
Kontinental sudah termasul tindakan hakim membatalkan aturan hukum yang dimaksud. Selain itu, 
istilah judicial review juga terkait tapi harus juga dibedakan dengan istilah lain seperti legislative 
review, constitutional review dan legal review. Dalam konteks judicial review yang dijalankan oleh 
MK dapat disebut sebagai constitutional review karena batu ujinya adalah konstitusi. Lihat, jimly 
Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta: Konpress, 2005), 
h. 6-9. 
9
 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Cet. I; Jakarta: Sekretariat 
Jenderal dan Kepanitraan Makhkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005 ), h. 69. 
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pada hukum acara perdata yang menganut asas hakim bersifat menunggu.Artinya 
adalah  hakim menunggu adanya tuntutan yang diajukan kepadanya. 
Olehnya itu, meskipun UUD 1945 pasca amandemen telah menjamin hak-hak 
konstitusional warga Negara tepatnya pada pasal 28, seperti hak kebebasan 
berpendapat, ekspresi dan hak-hak asasi manusia, Undang-Undang yang telah 
diberlakukan tidak serta merta batal dengan sendirinya atau dihapuskan ketika 
bertentangan dengan UUD 1945. Undang-Undangatau pasal-pasal Undang-Undang 
dinyatakan tidak berlaku atau diubah ketika ada pihak yang mengajukannya ke 
Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan 
permohonannya. 
Sehubungan dengan hal tersebut, pasal-pasal KUHP khususnya Pasal 134, 
Pasal 136 bis dan Pasal 137
10
 tidak serta merta dinyatakan tidak berlaku atau diubah. 
Sehingga kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah lahirnya Mahkamah Kostitusi, pasal-
pasal tersebut masih tetap berlaku karena belum diadakan judicial review. Hal ini 
mengakibatkan penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh Pasal 28  
UUD 1945 hanya sebatas slogan, karena penguasa (Presiden) masih berlindung 
dibalik pasal-pasal karet  KUHP tersebut untuk menghentikan segala bentuk kritikan 
atasnya. 
Nanti setelah tanggal 23 Juli 2006 Egi Sudjana dan pada tanggal 23 
September 2006 Pandapotan Lubis kemudian mengajukan permohonan pada 
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 Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (Cet: V; Jakarta: Visimedia, 2009), h. 48-49. 
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Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian (judicial review) atas Pasal 134, 
136bis, 137 terhadap UUD 1945. Hasil dari pengajuan permohonan tersebut adalah 
lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang 
mengabulkan permohonan Egi Sudjana dan Pandapotan Lubis untuk seluruhnya, 
adapun bunyi putusannya sebagai berikut:
11
 
1. Menyatakan permohonan para pemohon dikabulkan untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
3. Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negarasebagaimana 
mestinya. 
Semenjak dikabulkannya permohonan Egi Sudjana dan Pandapotan Lubis 
tersebut, maka hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak dalam 
menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum mulai dapat dinikmati. 
Mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi ini, terdapat pula di dalam ajaran 
Agama Islam. Menurut pandangan Islam, semua pihak bebas mengutarakan pendapat 
dan keyakinannya selama tidak bertentangan dengan kemaslahatan ummat. Maslahat 
juga disini mencakup maslahat materil dan spiritual. Kehendak dan kebebasan 
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 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 013-022/PUU-IV/2006. 
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manusia akan tergolong mulia selama itu selaras dengan potensi-potensi yang 
tertanam dalam dirinya dan membantunya untuk menapaki jalan kesempurnaan.
12
 
Ayat yang menerangkan tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi 
terdapat dalam Al-Qur‟an Surah Az-Zumar Ayat 17 dan 18: 
Q.S. Az Zumar/ 39: 18: 
 
 
 
 
 
 
 
Terjemahan: 
 “ yang mau mendengarkan perkataan maka diikutinya nama yang paling baiknya. 
Itulah orang-orang yang peroleh petunjuk Allah, dan itu pulalah orang-orang yang 
mempunyai akal sehat.”
13
 
 
Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis kemudian tertarik untuk 
meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 013-022/PUU-
IV/2006 tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi. 
 
B. Rumusan Masalah 
Setelah diuraikan mengenai latar belakang masalah maka dapat dirumuskan 
pokok masalah yang akan menjadi batasan objek pembahasan, berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 013-022/PUU-IV/2006 yaitu: 
1. Bagaimana penerapan hukum dalam Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006? 
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IRIB Indonesia “Penistaan Atas Nama Kebebasan Berekspresi”. 
http://indonesian.irib.ir/kultur/-/asset_publisher/Kd7k/content/id/5205771 (1 Maret 2014) 
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 Bachtiar Surin, Adz-Dzikraa terjemahan dan tafsir Al Quran, h. 1973. 
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2. Bagaimana implikasi hukum Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006? 
C. Definisi Oprasional dan Ruang Lingkup 
Untuk menghindari kesalahfahaman tentang pengertian judul, terasa perlu 
dikemukakan pengertian beberapa kata yang telah disebutkan pada penulisan judul. 
Dari pengertian kata-kata tersebut selanjutnya akan memberi batasan dari judul yang 
akan dibahas. Adapun kata yag dimaksud adalah:  
1. Kebebasan berasal dari kata bebas artinya lepas sama sekali (tidak terhalang, 
terganggu, dsb sehingga boleh bergerak berbicara, berbuat, dsb dengan 
leluasa). Arti kata kebebasan adalah kemerdekaan; keadaan bebas.
14
 
Menurut penulis yang dimaksud kebebasan adalah suatu keadaan dimana 
tidak ada tendensi, intimidasi.  
2. Berpendapat berasal dari kata pendapat yang artinya pikiran, anggapan, buah 
pemikiran atau perkiraan (tentang suatu hal seperti orang, peristiwa), orang 
yang mula-mula mendapatkan (sesuatu yang tadinya belum ada atau belum 
diketahui), kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dsb).
15
 
Menurut penulis berpendapat adalah suatu  tindakan mengeluarkan hasil 
buah pemikiran. 
3. Berekspresi berasal dari kata ekspresi yang artinya pengungkapan atau 
proses menyatakan (yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, 
gagasan, perasaan,) pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan 
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 Dendi Sugiono, dkk, Kamus bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 
Pendidikan Nasional, 2008), h. 154-155 
15
 Dendi Sugiono, dkk, Kamus bahasa Indonesia, h. 317 
11 
 
 
 
 
seseorang.
16
 Menurut penulis berekspresi adalah suatu sikap dan tindakan 
dalam menyampaikan apa yang ingin disampaikan. 
4. Putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan 
perkara. Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara berdasarkan pada 
pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuaidengan hukum.
17
 Menurut 
penulis putusan adalah prodak pengadilan yang lahir setelah melewati proses 
pemeriksaan perkara terlebih dahulu. 
5. Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah yang berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 
undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 
perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar.
18
 Menurut 
penulis Mahkamah Konstitusi adalah merupakan lembaga negara yang 
memiliki kewenangan pertama. 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih 
berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut: 
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 Dendi Sugiono, dkk, Kamus bahasa Indonesia, h. 380 
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 Soesilo, Kamus Hukum, h. 517. 
18
 Soesilo, Kamus Hukum, h. 417 
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Ahmad Syahrizal dalam bukunya Peradilan Konstitusi. Dalam buku ini 
membahas teori-teori konstitusi dan teori hukum tata negara pada umumnya. 
Mekanisme peradilan konstitusi baru saja diadopsi ke dalam sistem konstitusi 
Indonesia dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Peradilan Konstitusi dimaksud 
untuk memastikan bahwa UUD sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam 
kegiatan peyelenggaraan negara sehari-hari. 
Bob Sugeng Hadiwinata dan Christoph Schuch dalam bukunya Demokrasi di 
Indonesia Teori dan Praktik. Dalam buku ini membahas hubungan antara konstitusi 
Indonesia dan Demokrasi.  
Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Hukum Acara Pengujian Undang-undang. 
Buku ini membahas salah satu kewenangan Kahkamah Konstitusi khususnya dalam 
pengujian undang-undang dan dalam buku ini pula menguraikan tentang hal ikhwal 
dan mekanisme kerja peradilan konstitusional. Tetapi dalam buku ini tidak 
mengangkat Pengujian Undang-undang tentang Pasal 134, pasal 136 bis dan Pasal 
137. 
Titik Triwulan Tutik dalam bukunya Konstitusi Hukum Tata Negara 
Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Dalam buku ini membahas tentang tata 
negara di Indonesia khususnya pascareformasi yang di tandai dengan amendemen 
UUD 1945 sejak 1999-2002. Tetapi dalam buku ini tidak membahas tentang 
kebebasan berpendapat dan berekspresi. 
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E. Metodologi Penelitian  
Penyususnan skripsi ini menggunakan beberapa metode penelitian baik dalam 
pengumpulan data maupun pada saat pengumpulan data. Adapun metode yang 
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian 
pustaka (library research) yang menekankan pada deskriptif kualitatif yaitu 
penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat 
terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk 
menghubungkan masalah-masalah yang dibahas dengan pendekatan hukum, baik 
dengan Undang-undang Dasar 1945 atau peraturan lainnya yang ada hubungannya 
dengan masalah tersebut. 
3. Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan adalah penelitian kepustakaan (library research) 
yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan pemikiran bersumber dari sejumlah 
literatur, baik mengubah redaksi kalimatnya atau pun tidak. 
a. Jenis data 
Penulisan skripsi ini menggunakan jenis data kualitatif adalah jenis 
penelitian yang menghasilkan temuan data tanpa menggunakan prosedur 
statistik atau dengan cara lain dari pengukuran (kuantifikasi). 
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b. Sumber data 
Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data kepustakaan (library 
research). Data kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan 
data dan bahan-bahan pemikiran yang bersumber dari sejumlah literatur, 
baik mengubah redaksi kalimatnya ataupun tidak. 
4. Pengelolahan dan Analisis Data 
a. Pengelolahan data 
1) Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, 
kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas. 
2) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang 
akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok 
permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki 
kualitas data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang 
diperoleh. 
b. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan mengurangi dan memecahkan masalah 
yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan 
adalah analisis data kualitatif yang menghendaki penegasan teknik 
analisis mencakup reduksi dan kategorisasi dan selanjutnya interpretasi 
dengan cara induktif dan deduktif. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
15 
 
 
 
 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang diinginkan dalam penulisan ini adalah: 
a. Untuk mengetahui Penerapan hukum dalam Putusan No. 013-022/PUU-
IV/2006. 
b. Untuk mengetahui implikasi hukum Putusan No. 013-022/PUU-
IV/2006. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara Teoritis 
1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
perkembangan ilmu hukum pada umumnya. 
2) Menambah informasi yang lebih konkrit bagi usaha pembaharuan 
bidang hukum khususnya kebebasan berpendapat dan berekspresi.    
b. Secara Praktis  
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyaraka, mahasiswa dan 
aktifis dapat lebih mudah berpendapat dan berekspresi yang ditujukan 
kepada Presiden dan Wakil Presiden 
c. Secara Akademik 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan kepustakaan 
dibidang hukum yang berkaitan dengan Pengujian Undang-Undang 
terhadap Undang-undang Dasar 1945. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. MAHKAMAH KONSTITUSI 
Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dengan ide awal 
pembentukan Mahkamah Konstitusi. Secara singkat ide pembentukan Mahkamah 
Konstitusi adalah berkaitan erat dengan ide untuk mengembangkan fungsi pengujian 
Undang-Undang yang dikaitkan dengan wewenang Mahkamah Agung dalam sejalah 
pembentukan Negara Indonesia.
19
 
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu 
pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui 
perubahan ke-3 (tiga) UUD 1945.
20
 Indonesia merupakan negara yang ke-78 
membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri 
merupakan fenomena negara modern abad ke-20.
21
 
Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia muncul dan menguat di 
era reformasi pada saat dilakukan pembentukan terhadap UUD 1945. Namun 
demikian dari sisi gagasan judicial review sebenarnya telah ada sejak pembahasan 
UUD 1945 oleh BPUPK pada tahun 1945. Anggota BPUPK, Prof. Muhammad 
Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa ”Balai Agung” perlu diberi 
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 Jimly Asshiddique, “Setahun Mahkamah Konstitusi: Refleksi Gagasan dan 
Penyelenggaraan, serta Setangkup Harapan”, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), h. 2. 
20
 Ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, tanggal 9 November 2001. 
21
 Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitu. (Jakarta: Sekretariat Jenderal 
dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), h. 6. 
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kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun Prof. Soepomo menolak 
pendapat tersebut karena memandang UUD yang sedang disusun pada saat itu tidak 
menganut paham trias politika dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan 
belum memiliki judicial review.
22
 Berhubungan dengan pandangan tersebut dan 
berkiblat pada sistem hukum Belanda yang menyatakan bahwa Undang-Udang tidak 
dapat diganggu gugat, maka bangsa Indonesia tidak dapat menerapkan fungsi 
pengujian Undang-Undang karena terkait dengan Prinsip Supremasi MPR. Pada saat 
itu juga muncul pemikiran bahwa hakim tidak boleh menilai dan menguji Undang-
Undang sebagai produk legislatif. Hakim hanya bertugas untuk menerangkan 
Undang-undang bukan menilai undang-undang.
23
 
Pada masa berlakunya RIS, judicial review pernah menjadi salah satu 
wewenang Mahkamah Agung, tetapi terbatas untuk menguji Undang-Undang negara 
bagian terhadap Konstitusi. Hal ini diatur dalam Pasal 156, Pasal 157 dan Pasal 158 
Konstitusi RIS. Sedangkan di dalam UUDS 1950, tidak ada lembaga pengujian 
Undang-Undang karena Undang-Undang dipandang sebagai pelaksana kedaulatan 
rakyat yang dijalankan oleh pemerintah bersama DPR.
24
 
Sekitar Tahun 1980-an, ide untuk menguji Undang-undang kembali muncul 
sehingga PERADIN beberapa kali memutuskan ide dan mengusulkan agar 
Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan menguji Undang-Undang. Akan 
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 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I, (Jakarta: 
Yayasan Prapanca, 1959), h. 341-342. 
23
 Jimly Asshiddique, Setahun Mahkamah Konstitusi: Refleksi Gagasan dan Penyelenggaraan, 
serta Setangkup Harapan”, (Konstitusi Press, Jakarta:2004), h. 3 
24
 Sri Soemantri, Hak Menguji Material di Indonesia (Bandung: Alumni, 1986), h. 25 
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tetapi sekali lagi ide tersebut masih ditolak, karena para tokoh elit bangsa 
berparadigma perubahan Undang-Undang Dasar pada saat itu tidak dimungkinkan 
dapat dianggap tabu.
25
 
Pada akhir 1980-an rentetan reformasi, revolusi dan perubahan besar yang 
berkaitan dengan krisis konstitusional dinegara bekas komunis dilanjutkan dengan 
berbagai diskusi mengenai perubahan di Afrika Selatan dan pendirian Mahkamah 
Konstitusi di Thailand pada Tahun 1998 membuat ide pembentukan Mahkamah 
Konstitusi dan perubahan Undang-Undang Dasar semakin kuat, apalagi saat itu 
Indonesia diguncang dengan krisis global.
26
 
Sejak tahun 1999 mulai dirancang adanya amandemen Undang-undang Dasar 
1945 dan kemungkinan melahirkan Mahkamah Konstitusi. Lalu dimulailah 
perubahan I (tahun 1999), perubahan II (Tahun 2000), perubahan III (2001), 
perubahan IV (IV). Salah satu paradigma yang mengalami perubahan adalah prinsip 
pembagian kekuasaan ke ide pemisahan kekuasaan. Hal ini mengakibatkan struktur 
ketatanegaraan Indonesia berubah, perubahan tersebut misalnya: 
1. Di mulai dari adanya pergeseran kekuasaan membentuk Undang-undang 
yang bergeser ke DPR. Semula kekuasaan membentuk Undang-undang ada 
ditangan Presiden dengan persetujuan DPR. 
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 Jimly Asshiddique, Setahun Mahkamah Konstitusi: Refleksi Gagasan dan Penyelenggaraan, 
serta Setangkup Harapan”, (Konstitusi Press, Jakarta:2004), h.5. 
26
 Jimly Asshiddique, Setahun Mahkamah Konstitusi: Refleksi Gagasan dan Penyelenggaraan, 
serta Setangkup Harapan”, (Konstitusi Press, Jakarta:2004), h.5. 
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2. MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Sistem Supremasi MPR 
menjadi checks and balances dan semua lembaga satu dengan yang lain. 
Berdasarkan kedua alasan tersebut, diperlukan lembaga yang menguasai 
pelaksanaan konstitusi sehingga produk-produk demokrasi tetap berpegang teguh atas 
dasar konstitualisme, karena pada saat itu sistem hukum di Indonesia belum ada 
mekanisme yang mengatur secara limitatif soal hak menguji materil Undang-Undang 
terhadap Konstitusi. Oleh karena itu berbagai Undang-Undang yang bertentang 
dengan konstitusi tidak pernah dipersoalkan.
27
 Selain itu karena Mahkamah Agung 
dianggap tidak sepenuhnya mampu menjalankan berbagai kewenangan yang muncul 
akibat amandemen Undang-Undang Dasar dan perubahan ketatanegaraan,
28
 maka 
diperlukan juga lembaga yang netral yang memiliki wewenang untuk memutus 
persengketaan diantara lembaga-lembaga negara, perubahan partai politik, memutus 
hasil sengketa pemilu dan impeachmenth.
29
 
Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan berimplikasi 
terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dibidang judikatif, 
terjadi suatu penambahan kekuasaan atau kewenangan mengadili, sedangkan secara 
kelembagaan, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu badan peradilan 
tidak tergantung pada atau berada dibawah Mahkamah Agung. Hal ini berarti ada 2 
lembaga tertinggi didalam bidang kekuasaan kehakiman. Pelembagaan Mahkamah 
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 Bambang Widjojanto, ” Mahkamah Konstitusi, Harapan baru Pengembangan Negara 
Hukum”  (Jakarta:Konstitusi Press: 2006), h. 3. 
28
 Bambang Widjojanto, ” Mahkamah Konstitusi, Harapan baru Pengembangan Negara 
Hukum” (JakartaKonstitusi Press), h. 4. 
29
 Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, 
(Bandung: Citra AdityaBakti), h. 3. 
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Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sekaligus 
memperlihatkan terjadinya penguatan dalam kekuasaan kehakiman, yakni melalui 
otoritas yang diberikan dan diatur dalam UUD RI 1945.
30
 
Inilah latar belakang munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang 
netral dan dipergunakan untuk dapat mengakomodasi seluruh kewenangan yang 
diperlukan akibat dari dampak adanya perubahan susunan ketatanegaraan di 
Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah The Guardian of The Contitution dan 
Mahkamah Agung adalah The Guardian of The Indonesian Law.
31
 
Terkait dengan Mahkamah Konstitusi adalah The Guardian of the 
Constitution dan Mahkamah Agung The Guardian of the Indonesian Law, Maka 
Pasca Reformasi Undang-undang Dasar 1945 memberikan ruang kekuasaan 
kehakiman untuk lebih produktif dalam mengawasi dan mengontrol lembaga negara 
lainnya. Perubahan tersebut dapa dilihat dari:
32
 
1. Pembentukan Mahkamah Konstitusi yang diberikan mandat untuk 
menjalankan kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 
peradilan tata usaha negara. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang 
Dasar 1945 yang telah diamandemen, kekuasaan kehakiman tidak lagi hanya 
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 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta:Konstitusi Press, 2005), 
h.46 
31
 Jimly Asshiddique, Setahun Mahkamah Konstitusi: Refleksi Gagasan dan Penyelenggaraan, 
serta Setangkup Harapan”, (Konstitusi Press, Jakarta:2004), h. 8. 
32
 Benny K. Harman, “Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Menwujudkan Reformasi 
Hukum” (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), h. 2 
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dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badang peradilan lainnya yang 
ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi dijalankan bersama-sama dengan 
Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Kontitusi adalah 
merupakan peradilan negara tertinggi.  
2. Adanya perluasan kewenangan dari kekuasaan kehakiman dengan 
memberikan mandat baru yaitu melaksanakan judicial review.
33
 
Kewenangan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan sebagian lagi 
dilaksanakan oleh Mahkmah Agung yang diserahkan kepada Mahkamah 
Konstitusi adalah kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap 
Undnag-Undang Dasar 1945, sedangkan Mahkamah Agung dibatasi 
kewenangannya untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah 
undang-undang terhadap undang-undang. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat 3 Perubahan ketiga UUD 1945 
Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan oleh 
Presiden, yang diajukan masing-masing tiga oleh Mahkammah Agung, Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Presiden. Begitu pula terdapat dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-
Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
34
 Berdasarkan catatan 
Risalah Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat, menyebut 
alasan dari penetapan jumlah 9 orang hakim konstitusi adalah: 
                                                          
33
Judicial Review adalah kewenangan untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan 
perundang-undangan itu sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya 
dan apakah kekuasaan tertentu berwenang untuk mengeluarkan sesuatu peraturan tertentu. 
34
 Indonesia, Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, UU NO. 24 Tahun 2003, LN 
No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316. 
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a. Pada prinsipnya jumlah hakim konstitusi harus ganjil, yakni untuk 
memudahkan pengambilan keputusan. 
b. Agar mewakili seluruh aspirasi pemmegang kekuasaan, yakni Mahkamah 
Agung, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. 
c. Contoh dibeberapa negara lain yang sudah memiliki mahkamah Konstitusi, 
banyak diantaranya jumlah hakim konstitusinya sebanyak sembilan orang. 
d. Jumlah hakim sembilan orang dimaksudkan supaya persidangan bisa lebih 
cepat, singkat dan efisien. 
Pengangkatan Hakim Konstitusi oleh Presiden dengan mengeeluarkan surat 
kepututsan Presiden bukanlah menunjukkan bahwa hakim konstitusi berada dibawah 
Presiden, melainkan tugas dan wewenang Presiden sebagai Kepala Negara. Proses 
pengajuan atau perekrutan hakim konstitusi merupakan kewenangan dari tiap 
lembaga tinggi negara, yaitu Mahkamah Agung, Presiden dan DPR. 
1. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi 
Kekuasaan Negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, 
walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat 
dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun 
demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif adalah tiga cabang 
kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif 
diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.
35
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 Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sekretariat Jenderal 
dan Kepanitraan MKRI, 2010), h. 9. 
23 
 
 
 
 
Berdasarkan Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan 
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh 
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang 1945). Dengan 
demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman, disamping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga 
yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang 
yang dimiliki. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan 
kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman yang lain, yaitu Mahkamah 
Agung, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang 
berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau 
pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, 
DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara 
sebagai pelaksaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan dibawah naungan konstitusi.
36
 
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 
Menurut Jimly Asshidique, keberadaan Mahkamah Konstitusi banyak dipakai 
terutama dinegara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintah 
negara yang otoritarian menjadi negara yang memiliki sistem pemerintahan yang 
demokratis, dan ditempatkan sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan 
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 Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sekretariat Jenderal 
dan Kepanitraan MKRI, 2010), h. 9-10. 
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negara konstitusi modern. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan 
konstitusi berdiri atas dasar asumsi adanya supremasi konstitusi yang menjadi hukum 
tertinggi yang mendasari dan melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter 
untuk mencegah negara bertindak secara tidak konstitusiona.
37
 Dengan demikian 
gagasan pembentukan konstitusi merupakan upayah yang ditujukan untuk 
penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang benar yang sesuai dengan 
konstitusi. Sedangkan Menurut A. Fickar Hadjar et.al dikutip dari Ni‟matul Huda, 
ada 4 (empat) yang melatarbelakangi dan menjadi landasan pembentukan Mahkamah 
Konstitusi, yaitu:
38
 
1) Implikasi dari paham konstitusionalisme. 
2) Mekanisme checks and balance. 
3) Penyelenggaraan negara yang bersih. 
4) Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 
Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan berimplikasi 
terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Di bidang Yudikatif, 
terjadi suatu penambahan kekuasaan atau kewenangan mengadili, sedangkan secara 
kelembagaan atau tata organisasi, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah 
satu badan peradilan tdak tergantung pada atau berada dibawah Mahkamah Agung, 
sebagaimana badan-badan peradilan lainna. Hal ini berarti terdapat dua badan 
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 Didit Hariadi Estiko dan shartono (Ed), Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru 
Pengawal Konstitusi (Jakarta: P3I Sekratariat Jenderal DPR RI, Agarino Abadi, 2003), h. xi 
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 Ni‟matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan 
UUD 1945 (Yokyakarta: FH UII Press, 2003), h. 223. 
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peradilan terttinggi dalam kekuasaan kehakiman, Yakni Mahkamah Agung dan 
Mahkamah Konstitusi.
39
 
Mahkamah Konstitusi merupakan bagian kekuasaan kehakiman yang 
mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi. Pembentukan 
Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam 
Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum harus dijaga konstitusional, 
artinya tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya 
yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
40
 
Hal ini sesuai dengan penegasan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 
puncak dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengujian 
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 membutuhkan sebuah 
lembaga dalam rangka menjaga konstitusionalitas hukum. Oleh, sebab itu 
sebagaimana yang dituliskan dalam Pasal 24C Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang 
Dasar 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut: 
a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang 
terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 
Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, 
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 Ikhsan Rosyada Parluhutan Dulay, Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya 
dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 4. 
40
 Hidayat Nur Wahit, Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945,(Artikel, Legalitas, 2006 ), h. 12 diakses dari 
http://www.legalitas.org/?q=eksistensi+lembaga+negara+berdasarkan+undang-
undang+dasar+negara+republik+indonesia+tahun+1945  diakses pada tanggal 20 April 2014. 
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memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang 
hasil pemilu. 
b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan 
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan atau 
Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 
Secara khusus wewenang Mahkamah Konstitusi di atur lagi dalam 
Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
sebagai berikut: 
1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
3) Memutus pembubaran partai politik. 
4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
5) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan pututsan atas pendapat DPR 
bahwa Presiden dan Wakil Presidendiduga telah melakukan pelanggaran 
hukum berupa penghinaan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercelah. 
3. Fungsi Mahkamah Konstitusi 
Fungsi Mahkamah konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegakknya 
konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang 
27 
 
 
 
 
mengakomodir pembentukan Mahkamah Konstitusi
41
 dalam sistem 
ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-
undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia 
sebab Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi 
supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga terjadi 
dinegara-negara yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan 
kemudian berubah menjadi negara demokrasi. Mahkamah Konstitusi dibentuk 
dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang akan keluar 
dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dengan 
konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalnya.
42
 
Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki 
oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan 
keadilan. Namin fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi 
yang dijalankan oleh Mahkamah konstitusi. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat 
dilihat dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi 
konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegaakkan dalam 
peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak 
hanya sekedar sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral 
                                                          
41
 Tidak semua negara menyebut lembaga baru itu dengan istilah Mahkamah Konstitusi. 
Prancis misalnya menyebut dengan Dewan Konstitusi (Counsell Costitutionnell), Belgia menyebutnya 
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 Jenedjri M. Gaffar, Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem 
Ketatanegaraan Republik Indonesia (Surakarta, 2009), h. 11-12. 
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konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi 
manusia serta perlindungan hak konstitusional warga negara. 
Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 
disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara 
ketatanegaraan atau perkara konstitusional dalam rangka menjaga konstitusi agar 
dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita 
demokrasi. Selain itu keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksud sebagai 
koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang oleh tafsir ganda atas konstitusi.
43
 
Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, 
mengadili memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. 
Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran 
terhadap konstitusi, Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi 
yang melekat pada keberadaan mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui 
wewenangnya, yaitu:
44
 
1) Pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). 
2) Penafsiran final konstitusi (the final interpreter of the contitution). 
3) Perlindung hak asasi manusia (the protector of human rights). 
4) Perlindung hak konstitusional warga negara (the protector of the 
citizen‟s constitutional rights). 
                                                          
43
  A. Mukthie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sekretariat  
Jenderal dan Kepanitraan MK RI, 2006), h. 119. 
44
 Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sekretariat Jenderal 
dan Kepanitraan MKRI, 2010), h. 10.  
29 
 
 
 
 
5) Perlindung demokrasi (the protector of democracy). 
B. Judicial Review Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP 
1. Pasal 134 KUHP 
Pasal 134 KUHP Indonesia tentang penghinaan dengan sengaja terhadap 
Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai penjelasan otentik.
45
 Untuk mencari 
penjelasannya harus dilihat pada Memorie van Toelichting (MvT) dari pasal 
padanannya (berdasarkan asas konkordansi) di Belanda, yaitu ada dalam Pasal 111 
WvS Belanda, yaitu perumusannnya serupa. Adapun rumusan Pasal 134 tersebut: 
“Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 4.500” 
Pasal KUHP Indonesia tentang penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden 
dan Wakil Presiden tidak pempunyai penjelasan otentik.
46
 Untuk mencari 
penjelasannya harus dilihat pada Memorie van Toelichting (MvT) dari pasal 
padanannya (berdasarkan asas korkondansi) di Belanda, yaitu ada dalam Pasal 111 
Wvs Belanda. 
Dari penjelasan yang terdapat dalam MvT dapat diketahui bahwa 
pembentukan undang-undang telah bermaksud untuk mengartikan kata menghina 
(belediging) dalam rumusan Pasal 111 WvS di atas sesuai dengan pengertian 
                                                          
45
 Pendapat Prof. Mardjono dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 013-022/PUU-
IV/2006. 
46
 Pendapat Prof. Mardjono dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 013-022/PUU-
IV/2006. 
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menghina dalam Pasal 261 WvS.
47
 Jadi arti penghinaan Pasal 134 KUHP Indonesia 
berkaitan dengan arti penghinaan dalam BAB XVI Buku II KUHP Pasal 310-321 
KUHP Indonesia.
48
 
Penghinaan dalam ketentuan tersebut merupakan “suatu kesengajaan 
menyerang kehormatan atau nama baik orang lain tersebut sebenarnya merupakan 
suatu sebutan umum dari berbagai tindak pidana yang diatur di dalamnya sepertimaad 
(menista dengan lisan), smaadscrift (menista dengan tulisan), laster (fitna), 
eenvoudigebelediging (penghinaan biasa), dan lasterlijke aanklag (pengaduan laporan 
palsu)”.49 Akan tetapi karena penghinaan yang diatur dalam Pasal 134 KUHP ini 
mempunyai sifat yang yang sangat tercelah maka pembedaan antara beberapa jenis 
tindak Pidana penghinaan sebagaimana yang dimaksudkan XVI itu menjadi relevan 
khususnya dalam tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.
50
 
Artinya, kata menghina dalam Pasal 134 KUHP ini adalah perbuatan macam apapun 
juga yang menyerang nama baik Presiden dan Wakil Presiden, segala macam jenis 
                                                          
47
 Menurut  Mr. W.A.M. Cremers (1980) pengertian “penghinaan” (belediging) di sini 
mempunyai arti yang sama dengan Pasal 261 Wvs Belanda (Pasal 310 KUHP Indonesia ). Lihat juga 
pendapat Noyon-Langemeijer yang dikutip Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan 
Terhadap Kepentingan Hukum Negara  (Bandung: Sinar Baru, 1987), h. 268. 
48
 Mr. W.A.M. Cremers mengatakan bahwa Pasal 111 WvS Belanda (MR Pasal 310 KUHP 
INdonesia) merupakan kekhususan dari delik-delik dala Bab XVI Wvs Belanda tentang Penghinaan 
(Bab XVI KUHP Indonesia tentang Penghinaan). 
49
 Soesilo, Kitab Undang-Undang hukum Pidana (Bogor: politea, 1996), h. 121. Lihat juga 
pendapat Noyon Langemeijer dalam Lamintang, Delik-Delik Khusus , Kejahatan-Kejahatan Terhadap 
Kepentingan Umum Negara (Bandung: Sinar Baru, 1987), h. 268. Lihat juga Pendapat Prof. Mardjono 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006. 
50
 Lamntang, , Delik-Delik Khusus , Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum 
Negara (Bandung: Sinar Baru, 1987), h. 268. Mengutip pendapat Ngoyon Langemeijer, Hat Wetboek 
Van Strafrecht, (Arnhem: S. Gouda Qint D. Brower en zoon), h.568. 
31 
 
 
 
 
penghinaan yang disebut-sebut dalam Bab XVI Buku II KUHP yaitu Pasal 310 s.d. 
321. 
Dengan demikian, jika seseorang dapat melakukan smaad atau menista 
Presiden dan Wakil Presiden. Maka pengertian smaad tersebut haruslah diartikan 
sesuai dengan pengertiannya dalam rumusan Pasal 310 Ayat 1 KUHP, dan agar 
pelaku dapat dipersalahkan telah menista Presiden dan Wakil Presiden, ia pun harus 
memenuhi semua unsur yang ditentukan dalam Pasal 310 Ayat 1 tersebut. Demikian 
Pula untuk jenis-jenis penghinaan lainnya.
51
 
Rumusan dari Pasal 134 haruslah dilakukan dengan sengaja. Artinya pelaku 
harus menghendaki untuk menyerang kehormatan atau nama baik presiden dan wakil 
presiden dan mengetahui bahwa yang ia serang kehormatan dan nama baiknya itu 
adalah presiden dan wakil presiden (mempunyai kesadara)
52
 Maksud dari Pasal 
tersebut ialah bahwa orang tidak dapat disebut sebagai penghinaan terhadap presiden 
dan wakil presiden tidak dapat mempunyai niat untuk menghina presiden. Dalam 
doktrin, niat seperti itu yang disebut sebagai animus injuriandi dan adanya animus 
                                                          
51
 Mahkamah Kosntitusi, “Pasal 134 KUHP, Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden 
dan Wakil Presiden”  Jurnal Kostitusi 4, no. 1 (2007): h. 41. 
52
 Jika pelaku ternya telah tidak menghendaki untuk menyerang kehormatan presiden dan 
wkail presiden atau ia tidak mengetahui orang yang ia serang kehormatan atau nama baiknya itu adalah 
Presiden dan Wakil Presiden maka ia dapat dkituntut dan dipidana menurut salah satu pasal yang yang 
diatur dalam BAB XVI KUHP. Menurut Prof. Noyon-Lengemaijer, Pasal yang paling mungkin 
diterapkan untuk kondisi tersebut hanyalah Pasal 315 KUHP, karena jika menggunakan Pasal 310 atau 
Pasal 317 tidak mungkin tindak pidana dilakukan secara kebetulan terhadap Presiden dan Wakil 
Presiden. Mereka berpendapat bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 134 KUHP sama halnya 
tindak pidana yang diatur Pasal 104, 130, 131 atau 132 KUHP, harus ditujukan terhadap seseorang 
yang memank sudah diketahui oleh pelakunya. Lihat Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan 
Terhadap Kepentingan Umum Negara (Bandung: Sinar Baru), h. 272, yang dikutip dari Noyon-
Langemaijer Het Wetboek Van Strafrecht (Arnhem: S. Gouda Qint- D. Brower an Zoon, 1954), h. 568. 
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injuriandi merupakan syarat adanya suatu tindak pidana penghinaan.
53
 Hal ini bisa 
ditemukan dalam pernyataan Menteri Kehakiman Belanda
54
 yang dinyatakan bahwa: 
dalam penjelasannya mengenai tindak pidana penghinaan yang diatur dalam Bab II 
dan Bab III KUHP itu, MvT selalu meenunjuk pada pengertian penghinaan 
sebagaimana yang dimaksud dalam Bab XVI Buku II KUHP, dimana ditentukan 
bahwa adanya animus injuriandi itu merupakan syarat bagi tindak pidana 
penghinaan.
55
 
Jika menurut komisi pelapor Tweede Kamerdan Menteri Kehakiman Belanda, 
bahwa animus injuriandi merupakan syarat agar seseorang dapat dipidana karena 
melakukan tindak pidana Penghinaan maka Mahkamah Agung RI mempunyai 
pendapat yang bertolak belakang. Berdasrkan pututsan kasasi 12 Desember 1957 No. 
37 K/Kr./1957 dinyatakan bahwa tindak pidana menista dengan surat (smaadschrift) 
dan pada umumnya tindak pidana yang dimuat dalam Buku II Bab XVI KUHP tidak 
perlu adanya animus injuriandi yankni niat itunk menghina.
56
 
Apakah penghinaan itu harus ditujukan terhadap kepala negara dalam 
jabatannya sebagai kepala negara dan bukan pribadi dari kepala negara? Terhadap hal 
                                                          
53
 Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum Negara 
(Bandung: Sinar Baru), h. 283. 
54
 Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum Negara 
(Bandung: Sinar Baru), h. 283. Pada waktu itu kondisi pelapor deeri Tweede Kamer Belanda 
menanyakan beberapa hal berkaitan dengan penerapan Pasal 134 dan 142 KUHP kepada Menteri 
Kehakiman Belanda. Dinyatakan bahwa agar seseorang dapat dipidana, adanya animus injurandi itu 
dengan sendirinya tidak dapat diiadakan. Hal itu sudah cukup jelas dapat diketahui dari kata-kata 
kesengajaan menghina, Lihat juga Smidt, Gesechiedenis II, h. 51. 
55
 Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum Negara 
(Bandung: Sinar Baru), h. 283. 
56
 Lamintang dan Samosir, Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Sunar Baru, 1983), h.131. 
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ini ada berbagai pendapat yang berbeda, sebagian dinyatakan hanya ditujuakan 
kepada kepala negara dalam jabatannya sebagai kepala negara.
57
 Sedangkan yang 
lainnya menyatakan jangn membatasi terhadap kepala negara melainkan juga dapat 
diberlakukan terhadap pribadi kepala negara.
58
 
Berbeda dengan tindak pidana yang diatur dalam  BAB XVI yang pada 
umumnya adalah merupakan tindak pidana yang hanya yang dapat hanya dituntut jika 
adanya pengaduan (klachtdelicten).
59
 Maka untuk tindak pidana dalam Bab II 
termasuk Pasal 134 adalah merupakan delik biasa (gewonodelicten), yakni delik yang 
dapat disidik atau dituntut  walaupun tidak ada pengaduan dari pihak yang merasa 
kehormatannya atau nama baiknya (presiden dan wakil presiden) telah dicemarkan 
oleh pelaku. 
Alasan tindak pidana ini dijadikan biasa, sehingga kepala negara atau wakil 
kepala negara tidak perlu melakukan pengaduan jika kehormatan atau nama baik 
mereka sebagai kepala negara dan wakil kepala negara telah dicemarkan seseorang.  
Karena perbuatan  penghinaan  terhadap  presiden dan wakil presiden tersebut 
merupakan  sebuah pencemaran terhadap martabat kepala negara atau wakil kepala 
                                                          
57
 Lamintang dan Samosir, Hukum Pidana Indonesia, h. 283.  Menurut Prof. Satauchid 
Kartanegara Penghinaan  penghinaan harus ditujukan kepada Kepala Negara dalam jabatannya sebagai 
kepala negara, bukan sebagai pribadi. 
58
 Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum Negara, h. 273.  
Menurut Prof.Noyon-Langemaijer,  terhadap Pasal 134 KUHP janganlah dibatasi hanya ditujukan 
kepada kepala negara dalam jabatannya sebagai kepala negara namun juga dapat diperlakukan dalam 
hal penghinaan menyangkut pula terhadap pribadi kepala negara. Hal ini patut dicatat karena pendapat 
tersebut awalnya dikaitdengan konsteks: penghinaan atau serangan terhadap martabat Raja dan Ratu. 
59
 M. Soesilo, Kamus Hukum (Gama Press, 2009), h. 364. 
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negara sehingga demi kepentingan umum perbuatan seperti itu ditindak tanpa 
memerlukan adanya suatu pengaduan.
60
 
Menurut Noyon-Langemeijer, martabat kerajaan tidak mengizinkan mereka 
(raja atau ratu) bertindak sebagai pengadu. Adanya pengaduan dari pihak mereka 
menimbulkan keraguan pada masyarat tentang sikap ketidak paksaan para hakim 
menerima pengaduan tersebut, sedangkan jika hakim kemudian ternyata telah 
memutuskan bebas bagi terdakwa, hal mana dapat melemahkan wibawa raja.
61
 
Pendapat Cleiren,  juga menyatakan hal yang hampil sama sebabnya dalam MvT 
adalah karena “. . . martabat Raja tidak membenarkan pribadi Raja bertindak sebagai 
pengadu (aanklager)”. Masih menurut Cleiren, “pribadi Raja begitu dekat terkait 
(verweven)dengan kepentingan negara (staatsbelang) sehingga martabat Raja 
memerlukan perlindungan khusus.
62
 
2. Pasal 136 bis 
“Perkataan penghinaan dengan sengaja dalam Pasal 134 mengandung juga 
perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 315, jika itu dilakukan kalau yang dihinakan 
tak hadir, yaitu baik dimuka umum dengan beberapa perbuatan, maupun  tidak 
dimuka umum,  tetapi dihadapan  empat orang  atau dihadapan orang lain yang hadir 
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 Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum Negara, h. 273. 
61
 Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum Negara, h. 273.  
Menurut Noyon Langemeijer ini menunjukkan bahwa pasal ini pada awalnya dijutujan bagi 
perlindungan wibawah raja atau ratu. Kemudian dikonversikan dalam bentuk perlindungan kepala 
negara atau presiden dan wakil presiden. Paparan tersebut juga menunjukkan bahwa wibawa raja atau 
ratu akan turun jika menggunakan mekanisme pengaduan. Di samping itu pernyataan tersebut 
menunjukkan bahwa pengadilan harus pula menjaga wibawa raja dengan memutus bersalah terdakwa. 
62
 Lihat Pendapat Mardjono yang dikutip dari Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006. 
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dengan tidak kemauannya dan yang merasa tersentuh  hatinya,  akan itu, dengan 
perbuatan, atau dengan  lisan atau dengan tulisan” 
Tindak  pidana  penghinaan  terhadap presiden  atau  wakil  presiden di luar 
hadirnya presiden dan wakil presiden, oleh  pembentuk undang-undang diatur dalam 
Pasal 136 bis yang perumusannya telah disesuaikan dengan perubahan yang 
ditentukan dalam Pasal VIII angka 26 Undang-Undang no. 1 Tahun 1946. 
Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa tindak pidana hyang dimaksud dalam 
136 bis tersebut adalah tindak pidana biasa yakni tindak pidana yang dilakukan 
“dengan lisan” atau “dengan tulisan”, atau pun “dengan tulisan yang dikirimkan” atau 
“yang diserahkan” dan ditujukan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan syarat 
tindak pidana penghinaan itu harus dilakukan di depan umum  atau  tidak  dilakukan  
di depan umum berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
63
 Sedangkan tindak 
pidana penghinaan yang diatur dalam pasal 315 KUHP itu sendiri rumusannya ialah: 
“Setiap kesengajaan penghinaan yang tidak mempunyai sifat sebagai tindak 
pidana “menista dengan sengaja” di depan umum, atau dilakukan dengan lisan atau 
perbuatan di depan orang yang dihina, atau dilakukan dengan tulisan yang dikirimkan 
atau di serahkan kepada orang yang dihina, dipidana karena melakukan penghinaan 
biasa dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan dan dua minggu atau 
dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah” 
Agar seseorang dapat dipidana seperti yang diatur dalam Pasal 136 bis maka 
orang tersebut harus melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 315 
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 Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum Negara, h. 285. 
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KUHP, akan tetapi dilakukan diluar hadirnya orang yang dihina, dan harus dilakukan 
dengan cara-cara:
64
 
1) Dengan perbuatan-perbuatan, jika penghinaan itu dilakukan di depan 
umum  
2) Dengan perbuatan-perbuatan, dengan lisan atau dengan tulisan, jika 
penghinaan itu dilakukan tidak didepan umum dengan syarat bahwa 
penghinaan tersebut harus dilakukan: 
3) Di depan lebih 4 orang, atau 
4) Di depan orang ketiga yang keberadaan nya di situ adalah bertentangan 
dengan keinginannya dan merasa tidak senang karenanya. 
Pengertian di depan umum itu menurut Hoge Raad dalam Arest tanggal 9 Juni 
194, H.J. 1941 No. 709, dinyatakan bahwa suatu penghinaan itu dilakukan di depan 
umum jika penghinaan tersebut dilakukan suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh 
setiap orang dan setiap orang yang hadir dapat mendengarnya.
65
 
Kata-kata “bertentangan dengan keinginannya”66 itu oleh para penerjemah 
WvS dan oleh penulis delik-delik khusus telah diterjemahkan dengan kata-kata yang 
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 Mahkamah Kosntitusi, “Pasal 134 KUHP, Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden 
dan Wakil Presiden”  Jurnal Kostitusi 4, no. 1 (2007), h. 44. 
65
 Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum Negara, h. 286. 
Yang dikutip dari Cremers, Wetboek van Strafrecht, (Arnhem: S Gauda Qint- D Brower en Zoon), h. 
163.  Ini berarti perbuatan yang bersifat menghina presiden atau wakil presiden yang dilakukan disuatu 
tempat yang tidak dapat dengan sesuka hati dikunjungi setiap orang (tidak di sembarang tempat) 
walaupun mungkin benar pada saat itu terdapat banyak orang di tempat tersebut.  
66
 Dalam bahasa Belanda zinjs ondanks sebenarnya sinonim dengan kata tegen zinjwill lihat 
Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum Negara, h. 288 yang dikutip 
dari Van Haeringen, Kramers Nederlands Woordenboek (Jakarta: G. B Van Goor Zonen‟s 
Uitgeversmaatschappij, 1950), 523. 
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berdasarkan
67
 seperti: “bertentangan dengan kehendaknya”68 “dengan tidak 
kemauannya”69 atau “bukan karena kemauannya”.70 Dalam rumusan Pasal 136 bis 
juga terdapat kata-kata “menjadi mempunyai perasaan tidak senang”.71 Para 
penerjemah WvS dan para penulis lainnya juga telah menerjemahkan istilah tersebut 
dengan berbeda, seperti: “merasa tersinggung”,72 “merasa tersentuh hatinya”73 atau 
“merasa berkecil hati”.74 Pengertian-pengertian tersebut sudah barang tentu tidak 
menguntungkan penegakan hukum di indonesia dan justru merugikan orang-orang 
yang cari keadilan yang di dakwakan menghina presiden. 
Kata perbuatan-perbuatan yang berasal dari kata-kata feiteijkheden yang 
diartikan sebagai perbuatan-perbuatan dan tidak dalam pengertian perbuatan berupa 
ucapan atau yang diwujudkan dalam bentuk tulisan.
75
 Berkaitan dengan hal tersebut 
karikatur,  poster atau lukisan-lukisan menurut beberapa alhi, berpendapat bahwa 
bentuk karikatur, poster atau lukisan-lukisan tidaklah masuk ke dalam Pasal 136 bis 
karena lebih hal itu terkait dengan istilah afbeelding
76
 sedangkan tidak masuknya 
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 Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum Negara, h. 288 
68
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), KUHP Terjemahan Resmi Tim Penerjemah 
BPHN  (Jakarta: Sinar Harapan, 1983),  h. 61. Lihat juga Moeltjatno, KUHP (Yogyakarta, 1976), h. 
68. 
69
 Lihat Dading, Hukum Pidana Bagian Khusus I (Bandung: Alumni, 1982), h. 263. Lihat  
70
 Sianturi, Tindak Pidana di Indonesia (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), h. 14. 
71
 Sianturi, Tindak Pidana di Indonesia, h. 14. Dalam bahasa Belanda disebut aanstoot nemen 
aan yang mempunyai arti sama dengan zich ergeren over atau ontstemd worden. 
72
 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), KUHP Terjemahan Resmi Tim Penerjemah 
BPHN, h. 61. Sianturi, Tindak Pidana di Indonesia, h. 14. 
73
 Soesilo, KUHP, h. 122. 
74
 Dading, Hukum Pidana bagian Khusus I, h. 263. Budiarto-Wantjik Saleh, KUHP, h. 46.  
75
 Kata “Tulisan” dimaksudkan di sini sebagai gesrichrifte. Lamintang, Delik-Delik Khusus, 
Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum Negara, h. 290. 
76
 Menurut Noyon-Langemeijer, termasuk dalam pengertian tulisan adalah setiap 
pengungkapan secara mekanis dari pemikiran dari bentuk kata-kata. Oleh karena itu, pendapat ini 
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afbeelding (karikatur, poster dan lain sebagainya) dalam Pasal 136 bis ini terkaait 
dengan sejarah pembentukan KUHP yang berlaku di Indoensia. Karena kata 
afbeelding sendiri oleh para pembentuk UU baru dimasukkan dalam WvS pada 
Tahun 1934. Namun, penambahan kata afbeelding dalam pasal 266 WvS ternyata 
tidak diikuti oleh pembentukan UU di Indonesia sehingga dalam rumusan Pasal 315 
KUHP itu hingga kini tidak terdapat kata afbeelding.
77
 
3. Pasal 137 
Tindak pidana penyebar luasan tulisan atau gambar yang berisikan 
penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden itu oleh pembuat undang-undang 
telah diatur dalam Pasal 137 KUHP yang rumusannya setelah disesuaikan dengan 
perubahan yang ditentukan dalam Pasal VII angka 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 
1946 yang berbunyi:
78
 
1) Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan 
tulisan atau gambar yang isinya menghina Presiden atau Wakil 
Presiden dengan niat supaya isinya yang menghina itu diketahui oleh 
orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara 
selamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyaknya Rp 4500. 
                                                                                                                                                                     
menguatkan bahwa karikatur atau poster yang memuat lukisan bukanlah tulisan atau geschrifte 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 136 bis. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 137 Ayat (1) 
KUHP yang menyatakan bahwa ada perbedaan antara suatu geschrifte dengan suatu afbeelding atau 
antara suatu tulisan dengan suatu gambar. 
77
 Mahkamah Kosntitusi, “Pasal 134 KUHP, Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden 
dan Wakil Presiden”  Jurnal Kostitusi 4, no. 1 (2007), h. 45 
78
 Soesilo, KUHP, h. 122. 
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2) Jika si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada 
waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lalu dua tahun sesudah tetap 
hukumnya yang dahulu sebab kejahatan yang serupa itu juga, maka ia 
dapat dipecat dari jabatannya. (KUHP 35, 144, 208, 310 s, 315, 483, 
488). 
Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 137 ini merupakan salah satu dari 
sekian banyak tidak pidana dalam ilmu hukum yang dikenal dengan sebutan tindak 
pidan penyebarluasan. Di dalam KUHP yang melarang orang menyebarluaskan 
tulisan atau gambar yang isinya dianggap tidak pantas karena menghina, menghasut 
dan sebagainya dan menjadikan tindakan-tindakan tersebut sebagai tindak pidana, 
tidak hanya ada dalam Pasal 137 namun juga terdapat dalam pasal-pasal lainnya.
79
 
Menjadi penting untuk diingat bahwa antara Pasal 137 KUHP dengan Pasal 
113 WvS yang mengatur tindak pidana yang sama ternyata memiliki beberapa 
perbedaan pokok. Sehingga dengan sendirinya tidak dapat digunakan sebagai 
pedoman oleh hakim dalam menafsirkan beberapa unsur tindak pidana yang diatur 
dalam Pasal 137, sebab Indonesia menganut asas konkordansi. 
Kata menyebarluaskan dalam rumusan 137 tersebut oleh beberapa ahli hukum 
diterjemahkan dengan kata “menyiarkan”.80 Hal ini sangat berbeda karena kata 
“menyebarluaskan” itu sendiri mengandung makna bahwa tulisan atau gambar yang 
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 Lihat Pasal 144, 161, 163, 282 dan 321 KUHP 
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BPHN, Terjemahan Resmi Tim Penerjemah BPHN, h. 61. Moeltjatno, KUHP, h. 68. 
Dading, Hukum Pidana I, h. 263. Budiarto Wantjik Saleh, KUHP, h.46. Sianturi. K, Tindak Pidana, h. 
14 memakai kata menyebarkan. 
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disebarluaskan itu jumlahnya harus banyak atau setidak-tidaknya lebih dari satu. 
Dengan demikian perbuatan itu memberikan kesempatan kepada beberapa orang 
untuk melihat yang “satu” itu bukanlah perbuatan menyebarluaskan.81 
Menyebarluaskan suatu tulisan yang di dalamnya terdapat penghinaan bagi presiden 
dapat juga dilakukan dengan bebagai cara, misalnya dengan memperbanyak tulisan 
tersebut dengan mesin foto copy, mesin cetak atau dengan membuat salinan dari 
tulisan tersebut untuk disebarluaskan pada orang banyak.
82
 
Untuk lain dari tindak pidana dalam Pasal 137 adalah unsur untuk 
mempertunjukkan secara terbuka. Unsur yang dalam bahasa aslinya disebut dengan 
istilah openlijk tentoonstellen ini pun telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
dengan kata-kata yang berbeda ada yang mengartikan dengan istilah 
“mempertunjukkan saja” 83 ada pula yang menerjemahkan dengan istilah 
“mempertunjukkan sehingga kelihatan oleh umum”84 atau istilah “mempertontonkan 
saja”85 atau dengan istilah “secara terbuka mempertunjukkan”.86 
Unsur “menempelkan” atau aanslan, unsur itu pun seharusnya diartikan 
sebagai menemperkan secara terbuka yang artinya menempelkan suatu tulisan atau 
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gambar tersebut di suatu tempat atau dengan cara sedemikian rupa sehingga tulisan 
atau gambar tersebut dapat dilihat dengan jelas oleh setiap orang yang melihatnya.
87
 
Unsur penting lainnya dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 137 Ayat 
(1) KUHP adalah yang disebut dengan een geschrift of een afbeelding atau suatu 
tulisan atau gambar, menurut Prof. Noyon, yang dimaksud tulisan adalah setiap 
perwujudan secara mekanis dari pemikiran dengan kata-kata, perwujudan tersebut 
tidak perlu selalu harus dilakukan dengan pena atau pensil, melainkan juga dapat 
dilakukan dengan cetakan, dengan ukuran dan lain-lain. Sedangkan gambar tidak 
perlu diartikan sebagai gambar seseorang atau sebuah potret melainkan cukup jika di 
dalam menunjukkan pemikiran yang sifatnya menghina.
88
 
Judicial Review 
Terhadap permohonan Eggi Sudjana dan Pandaptan Lubis, Mahkamah 
Konstitusi menyatakan permohonan dikabulkan untuk seluruhnya. Hal ini berarti 
pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD 
1945 dan ridak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.  
Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 
KUHP mengingkari prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan 
mengekspresikan pikiran dan pendapat serta prinsip kepastian hukum. Dengan 
demikian tidak relevan jika pasal-pasal tersebut dianut oleh negara Indonesia yang 
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demokratis dan berkedaulatan rakyat. Pengingkaran kebebasan berpendapat dan 
berekspresi dimaksud, secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E 
Ayat (2) dan Ayat (3).  
Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa pasal-pasal tersebut menimbulkan 
ketidakpastian hukum (rechtonzekerheid). Ketidakpastian hukum karena Pasal 
tersebut membukan kemungkinan berbagai penafsiran. Dengan menggunakan Pasal 
ini, protes dan pengungkapan pendapat atau pengungkapan pikiran bisa dengan 
mudah dimaknai sebagai penghinaan terhadap Presiden dan atau wakil presiden. 
Secara Konstitusional hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28DAyat (1) UUD 
1945. Pada suatu saat dapat pula melanggar Pasal 28F UUD 1945 karena 
menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi. 
Adapun isi dari PutusanMahkamah Konstitusi tentang  Judicial Review pasal 
134, pasal 136 bis dan Pasal 137 sebagai berikut:
89
 
 Menyatakan prmohonan para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya 
 Menyatakan Pasal 134, pasal 136 bis dan Pasal 137 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
 Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis dan 137 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat. 
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 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
sebagaimana mestinya. 
C. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi 
1. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Sebelum Amandemen UUD 
1945 
Bahwa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak berbicara apa-
apa tentang hak asasi manusia (yang notabene termasuk kebebasan berpendapat dan 
berekspresi) sebab selain yang dinyatakan diberi perlindungan hampir seluruhnya 
terbatas pada hak asasi warga negara. Pengaturannya pun meletakkan konstitusi 
sebagi fungsi residual atas kekuasaan negara atau Pemerintah yang diberikan kepada 
rakyatnya.
90
 
Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pasal tentang kebebasan 
berpendapat dan berekspresi belum di cantumkan. Presiden Soeharto menafsirkan 
pasal-pasal secara sewenang-wenang.  
Negara Orde Baru bukan sekedar instrumen teknis penyelenggaraan roda 
adminstrasi pemerintahan yang terkait konstitusi dan aturan hukum, objektif dan 
politik seperti yang dibayangkan Weber, tetapi sebaliknya yang terlihat adalah 
mekarnya peranan negara yang cenderung melampau batas-batas konstitusional, 
bahkan semakin dominan dalam mengatur bebagai sektor kehidupan masyarakat dan 
negara terutama dalam mekanisme pengambilan keputusan dan penyelenggaraan 
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kekuasaan politik. Tampak bahwa negara telah menjadi mesin politik yang efektif 
dalam berbagai upaya rekayasa dalam masyarakat.
91
 
Pada Era Orde Baru penangkapan para aktivis politik dan pemimpin oposisi 
lebih terdokumentasi dengan, dengan merupakan kebijakan rutin. Soeharto dengan 
militernya menjalankan negara polisi yang jaringannya benar-benar menjangkau ke 
seluruh pulau dan desa di nusantara. Pada Kondisi tersebut para aktivis, para politisi, 
akademisi dan jurnalis sering ditangkap, buku-buku yang menyerang kekuasaan 
Soeharto dilarang beredar, majalah-majalah sering dibredel dan mengeluarkan 
pernyataan yang dianggap menghina presiden dilarang dan larangan yang 
berdasarkan tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan tegas.
92
 
Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP adalah beberapa pasal yang digunakan oleh 
Presiden Soeharto dikala itu untuk melanggengkan kekuasaannya. Adapun beberapa 
aktivis yang ditangkap, Nuku Soleiman pada Tahun  1994, aktivis Gerakan Pro 
Demokrasi ini memasang stiker, antara lain, di halaman MPR RI, Jakarta, yang 
bertuliskan “Soeharto Dalang Segala Bencana (SDSB)”. Nuku Sulaimanpun akhirnya 
dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara di tingkat Pengadilan Negeri, dan 5 (lima) 
tahun di tingkat banding.
93
 Begitu juga yang terjadi dengan potisi Sri Bntang 
Pamungkas, Dosen Universitas Indonesia, aktivis, anggota DPR RI (1995): kanena 
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menyebut Soeharto diktator, dalam sebuah seminar di Jerman, ia dijatuhi hukuman 2 
tahun 10 bulan penjara.
94
 
Sesudah kejatuhan Soeharto pada Bulan Mei Tahun 1998, banyak orang 
berharap bahwa Indonesia akan memasuki era baru, dimana prinsip-prinsip dasar 
HPM, seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi, akan dihargai. Sejak bulan 
Mey 1998, Indonesia dengan cepat membuka diri di berbagai bidang 
Kemasyarakatan. Aktivis politik menjadi alasan untuk mewujudkan generasi muda 
yang baru yang kuat dan bisa berpolitik. Pemandangan politik di banyak daerah juga 
berubah, misalnya dengan berkembangnya kelompok-kelompok manyasrakat sipil, 
partai-partai politik, serikat-serikat pekerja dan terbitnya media-media baru yang 
minim sensor. 
2. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Setelah Amandemen UUD 
1945 
Mengikuti Bab X UUD 1945 mengamandemen tentang warga negara dan 
Presiden sebuah pasal yang baru dan penting yaitu pasal X a UUD 1945 
mengamandemen pasal tambahan. Hal ini membahas tentang pasal hak asasi manusia 
Pasal 28 a – sampai Pasal 28 j UUD 1945 yang diamandemen. Pada Pasal ini 
memasukkan perubahan yang mendasar dengan memasukkan unsur-unsur dari 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) kedalam perundang-undangan 
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nasional. Bab ini tidak lebih dari 3 pasal. Pasal 28 UUD 1945 menjadi dasar 
kebebasan berpendapat dan berekspresi para aktivis.
95
 
Adapun bunyi Pasal yang mengurangi kebebasan berpendapat dan berekspresi, yaitu: 
Pasal 28 UUD 1945 
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan 
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 
Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 
2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 
persaaman dan keadilan. 
3) Setiap orang berhak jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 
Dua presiden setelah Soeharto yakni, Presiden B.J. Habibie dan Presiden 
Abdurrahman Wahid, tampil dengan memakai pendekatan berbeda terhadap 
kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul. Keduanya juga menempuh 
langkah yang berbeda dalam menangani pelanggaran-pelanggaran masa lalu. Pada 
akhir kekuasan Presiden Abdurrahman Wahid, sebagian besar tahanan politik, yang 
ditawan selama pemerintahan Soeharto, telah dibebaskan. Yang lebih penting bagi 
masa depan Indonesia adalah persidangan pidana dengan motivasi politik tampaknya 
akan berakhir. Demonstrasi (yang lebih dikenal sebagai aksi) terhadap seluruh 
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tingkatan pemerintahan menjadi pemandangan umum. Kelompok-kelompok kecil 
individu yang sedang memegang spanduk sambil mengutuk isu terkini merupakan 
pemandangan yang biasa terlihat di luar gedung DPR, kedutaan besar negara-negara 
asing dan Mahkamah Agung. Kebanyakan dari kelompok ini bergerak sendiri, 
menggambarkan suatu pemandangan akan kebebasan berpendapat dan berkumpul di 
masa Indonesia modern.
96
 
Namun, di masa pemerintahan Presiden Megawati, pemerintahannya ternyata 
tidak memiliki komitmen yag sama. Ketika Megawati menduduki kursi kepresidenan, 
Indonesia berada dalam kondisi yang ditandai dengan ketidakstabilan ekonomi, 
terorisme dalam negeri, dan kebangkitan militer. Akibatnya, konsentrasi atas 
kebijakannya menjadi sorotan utama dan banyak suara-suara dari masyarakat yang 
tidak puas atas kebijakannya itu. Saat itu aksi demonstrasi berkembang luas di 
seluruh wilayah indonesia yang mengkritik kebijakan Megawati, kondisi tersebut 
membuat presiden megawati kemudian melakukan serangan balik. dengan 
menggunakan kriminalisasi bagi para demonstran, Megawati kemudian menggunakan 
kembali pasal-pasal penghinaan martabat yang ada dalam KUHP Indonesia. Pasal-
pasal yang sering digunakan era Soeharto untuk membungkam lawan-lawan 
politiknya.
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Di bulan Juli dan Agustus 2002, ketika terjadi sejumlah penangkapanpara 
aktivis politik di Jakarta. Individu-individu tersebut ditangkap semata-mata karena 
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mengekspresikan pandangan politik mereka yang anti kekerasan pada sejumlah aksi 
damai di ibukota. Penangkapan tersebut menindaklanjuti serangkaian demo anti 
pemerintah dan anti Megawati, yang difokuskan pada ketidakpuasan terhadap 
naiknya harga minyak dan beras serta ambruknya perekonomian Indonesia secara 
umum.
98
 
Sistematika penangkapan para pendemo tampaknya didukung oleh pernyataan 
Megawati yang dibuat pada 8 Juli 2002, ketika Mega secara terbuka mengutuk siapa 
saja yang menentang pemerintah.
99
 Penangkapan para pendemo meningkat pada 
bulan Januari 2003 ketika protes dan demo besar-besaran merebak setelah pemerintah 
mengumumkan kenaikan listrik, telpon dan BBM. Aksi protes besar-besaran terjadi 
di seluruh nusantara, meliputi Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan yang paling timur 
diPapua.
100
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rakyat merdeka, koran harian Populer dipanggil polisiatas artikel yang menurut kata 
orang menghina presiden.
101
 
Paparan tersebut di atas menegaskan bahwa, walaupun Amandemen UUD 
1945 menjelaskan tentang Hak Asasi Manusi tidak serta merta memberikan 
kebebasan berpendapat dan berekspresi terhadap para akvis dari berbagai kalangan, 
karen ujung-unjungnya akan disanggakan pada Pasal- pasal karet seperti Pasal 134, 
Pasal 136bis, Pasal 137 KUHP. 
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BAB III 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Teori Penerapan Hukum Menurut Hans Kelsen 
1. Tata urutan norma-norma Hans Kelsen sebagai berikut: 
a. Norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih rendah (norma superior dan 
iferior). 
Analisis hukum, yang mengungkapkan karakter dinamis dari sietem norma 
dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari 
hukum: hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma menentukan 
cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, 
menentukan isi norma yang lain itu. Karena, norma hukum yang satu valid lantaran 
dibuat dengan cara dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, 
dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang 
disebut pertama.
102
 
Hubungan antara norma hukum yang mengatur pembentukan norma lain 
dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara 
“superordinasi”  dan “subordinasi” yang merupakan kiasan keruangan. Norma yang 
menentukan norma lain adalah norma yang lebih tingg, sedangkan norma yang 
dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah. Tatanan Hukum, 
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terutama tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk negara, bukanlah 
sistem norma yang satu sama lain hanya di koordinasikan, yang berdiri sejajar atau 
sederajat, melainkan suatu tatanan urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang 
berbeda. Kesatuan norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang 
satu yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi lagi, dan 
bahwa regressus (rangkain proses pembentukan hukum) ini diakhiri oleh suatu norma 
dasar tertinggi, karena menjadi dasar tertinggi dari vaaliditas keseluruhan tatanan 
hukum, membentuk suatu kesatuan tatanan hukum ini.
103
 
b. Tata Urutan Tatanan Hukum yang Berbeda-beda 
a. Konstitusi 
1) Konstitusi dalam arti materil dan formal; Ketentuan tentang 
pembentukan norma-norma umum 
2) Penentuan isi norma umum oleh konstitusi 
3) Kebiasaan yang ditentukan loleh konstitusi 
b. Norma umum yang dibuat atas dasar konstitusi, statuta, hukum kebiasaan. 
Norma umum yang diterapakan dengan cara legislasi atau kebiasaan, 
membentuk suatu tingkatan di bawah konstitusi dalam hierarki hukum. Norma-norma 
umum ini di aplikasikan oleh organ yang komponen, khususnya pengadilan dan 
otoritas administratif. Organ pelaksanaan hukum harus diinstitusikan sesuai dengan 
tata hukum, yang juga menentukan prosedur yang harus diikuti organ pada saat 
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mengaplikasikan hukum. Maka norma umum hukum undang-undang atau kebiasaan 
memiliki dua fungsi besar yaitu (1) menentukan organ pelaksaan hukum prosedur yag 
harus diikuti. (2) menentukan tindakan Yudisial dan administratif organ tersebut. 
Tindakan ini yang menciptakan norma individual, yaitu penerapan norma hukum 
pada kasus nyata.
104
 
c. Hukum materil (subtantif) dan hukum acara (formal) 
Kedua jenis norma umum ini selalu terlibat dalam aplikasi hukum oleh suatu 
organ, yaitu: (1) norma formal yang menentukan pembuatan organ dan prosedur yang 
harus di ikuti; (2) norma materil yang menetukan isi dari tindakan yudisial atau 
administratif
105
 
d. Penentuan organ penegak hukum oleh norma umum 
Norma umum yang dibuat oleh legislasi tau kebiasaan, dalam hubungannya 
dengan aplikasi melalui otoritas pengadilan dan administrasi bekerja seperti halnya 
konstitusi bekerja dalam pembuatan norma umum melalui legislasi dan kebiasaan. 
Kedau fungsi tersebut, yaitu aplikasi dan pembuatan hukum, baik secara formal 
maupun materil sesuai dengan prosedur dan ini darin fungsi yang dijalankan. Proporsi 
penentuan atau pembuatan hukum, baik secara formaupun materil, ditentukan 
berbeda-beda. Materi konstitusi utamanya menentukan oleh organ mana dan melalui 
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prosedur apa norma umum dibuat. Biasanya konstitusi tidak menentukan isi dari 
norma yang akan dibuat, atau paling tidak menetukan secara negatif.
106
 
Sedangkan norma umum menentukan tidak hanya organ yudisial dan 
admistrasi dan prosedurnya, tetapi juga isi dari norma individual sebagai tindakan 
dari organ tersebut. Tingkat penentuan materil tersebut mungkin berbeda-beda. 
Pengadilan biasanya lebih terikat secara ketat oleh hukum pidana dan perdata materi 
yang harus diaplikasikan dibanding dengan otoritas administratif.
107
 
e. Peraturan (ordonansi) 
Kadang-kadang pembentukan norma-norma umum itu dibagi kedalam dua 
tahapan atau lebih. Sejumlah konstitusi memberikan wewenang pembuatan norma-
norma umum kepada otoritas administratif tertentu, seperti kepala negara (presiden) 
atau menteri kabinet, guna menjabarkan ketentuan undang-undang. Norma-norma 
umum semacam ini, yang tidak dikeluakan oleh organ legislatif, disebut peraturan 
atau ordonansi. Beberapa konstitusi juga memrikan kekuasaan pada organ 
administratif, khususnya kepala negara atau perdana menteri, pada kondisi yang tidak  
biasa menetapkan norma umum untuk mengatur masalah yang biasa diatur oleh organ 
legislatif melalui undang-undang.
108
 
f. Sumber Hukum 
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Pembentukan kebiasaan hukum statuta seringkali dipandang sebagai dua 
“sumber” hukum. Dalam konsteks ini istilah “hukum” biasanya dipahami sebagai 
norma-norma umum, dengan mengabaikan norma-norma khusus yang bagaimanapun 
sama-sama merupakan bagian dari hukum seperti juga norma-norma umum.
109
 
Sumber hukum adalah ekspresi yang figuratif dan ambigu istilah tersebut 
tidak hanya digunakan untuk meyebut metode pembuatan hukum, yaitu kebiasaan 
dan legislasi, tetapi juga untuk mengkarakteristikkan alasan validitas hukum 
khususnya alasan paling akhir. Maka norma dasar menjadi sumber hukum. Namun 
dalam arti yang lebih luas, setiap norma hukum adalah sumber bagi norma lain, 
karena memuat prosedur norma-norma atau isi norma yang akan dibuat. Maka setiap 
norma hukum yang lebih tinggi adalah sumber bagi norma hukum yang lebih tinggi 
adalah sumber bagi norma hukum yang lebih rendah. Jadi sumber hukum ialah 
hukum itu sendiri.
110
 
g. Pembentukan dan penerapan hukum  
Suatu norma yang mengatur pembuatan norma lain adalah dilaksanakan 
dalam pemb uatan norma lain tersebut. Pembuatan hukum (law creating) adalah 
selalu merupakan pelaksanaan hukum (law applying). Adalah tidak benar 
mengklasifikasi tindakan hukum sebagai tindakan pelaksanaan hukum. Normalnya, 
pembentukan hukum dan penegakan terjadi dalam waktu yang sama. Pembentukan 
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norma hukum suatu pelaksanaan norma hukum yang lebih tinggi, dan pelaksanaan 
hukum yang lebih tinggi normalnya adalah pembentukan suatu norma yang lebih 
rendah. Legislasi adalah suatu pembentukan hukum menurut konstitusi sehingga juga 
merupakan penerapan hukum (konstitusi). Pembentukan konstitusi pertama dapat 
dilihat suatu pelaksanaan norma dasar. Dengan demikian suatu aktivitas hukum selalu 
melibatkan baik pembentukan maupun penerapannya.
111
 
Seperti telah dijelaskan bahwa pembuatan norma hukum dapat ditentukan 
dalam 2 (dua) cara, yakni:
112
 
1) Organ dan prosedur yang akan membuat norma yang lebih rendah 
2) Isi dari norma yang lebih rendah 
h. Norma khusus yang dibentuk atas dasar norma umum 
1) Tindakan pengadilan sebagai pembentukan norma khusus. 
Doktrin tradisional memandang keputusan pengadilan, fungsi pengadilan, 
sebagai suatu penerapan hukum. Dalam menyelesaikan sebuah sengketa antara dua 
pihak, atau ketika menghukum seorang terdakwa dengan suatu hukuman, pengadilan 
menerapkan suatu norma umum dari hukum Undang-Undang atau suatu kebiasaan. 
Jadi fungsi pengadilan, seperti halnya fungsi pembuatan undang-undang, adalah 
pembuat dan penerap hukum. 
113
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2) Tindakan pengadilan sebagai tahapan proses pembentukan hukum. 
Norma khusus dari keputusan pengadilan merupakan individualisasi dan 
konkritisasi norma hukum dan abstrak yang sangat diperlukan. Eropa kontnental, 
bahwa hukum, menurut definisi, hanyalah norma-norma hukum, dan hanyalah 
pengidentikan yang sesat antara hukum dengan peraturan-peraturan umum dari 
hukum statuta dan kebiasaan, yang dapat mengelapkan fakta bahwa keputusan 
pengadilan melanjutkan proses pembuatan hukum dari bidang yang umum dan 
abstrak kepada bidang yang besifat individual dan konkrit. 
3) Penetapan fakta-fakta sebagai kondisi dari sanksi. 
Keputusan yudisial telah ditetapkan berlaku sebagai hukum, jika telah tidak 
mungkin lagi mengganti keputusan ini dengan lainnya karena adanya status res 
judicata (kasus telah diputuskan secara tetap oleh pengadilan terakhir), maka 
pendapat bahwa terhukum adalah tidak bersalah tidak memiliki signifikansi hukum 
lagi. Formulasi yang tepat aturan hukum terkait dengan kasus diatas, bukan “jika 
subyek telah melakukan delik, suatu organ harus mengenakan sanksi terhadap 
deliquen”tetapi “jika organ kompeten telah menetapkan sesuai aturan bahwa subyek 
telah melakukan delik, maka suatu organ harus mengenakan sanksi terhadap subyek 
ini”114 
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2. Stufenbau Theory dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik 
Indonesia 
Teori Hans kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma 
hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (stufentheorie). Salah 
seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu 
Hans Nawiasky. Teori Nawiaky disebut dengan theorie von stufenufbau der 
rechtsordnung. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:
115
 
a. Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm). 
b. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz). 
c. Undang-undang formal (formell gesetz). 
d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en autonome 
satzung). 
Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi 
pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung) dari suatu 
negara. Posisi hukum dari suatu Staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi 
berlakunya suatu konstitusi.Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari 
konstitusi suatu negara.
116
 Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen 
disebut sebagai norma dasar(basic norm) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut 
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sebagai staatsgrundnorm melainkan  Staatsfundamentalnorm, atau norma 
fundamental negara. Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan 
norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.
117
 
Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi memban-
dingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di 
Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan 
menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum 
Indonesia adalah:
118
 
a. Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945). 
b. Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi 
Ketatanegaraan. 
c. Formell gesetz: Undang-Undang. 
d. Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari Peraturan 
Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota. 
Penempatan Pancasila sebagai Staatsfundamental-norm pertama kali disampaikan 
oleh Notonagoro.
119
 Pancasila dilihat sebagai cita hukum (rechtsidee) merupakan 
bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif  adalah untuk 
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mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum 
positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm  maka 
pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaanya tidak dapat dilepaskan dari nilai-
nilai Pancasila.
120
Namun, dengan penempatan Pancasila sebagai Staats-
fundamentalnorm berarti menempatkannya di atas Undang-Undang Dasar. Jika 
demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas 
konstitusi. Untuk membahas permasalahan ini dapat dilakukan dengan melacak 
kembali konsepsi norma dasar dan konstitusi menurut Kelsen dan pengembangan 
yang dibuat oleh Nawiasky, serta melihat hubungan antara Pancasila dan UUD 1945. 
Kelsen membahas validitas norma-norma hukum dengan menggambarkannya 
sebagai suatu rantai validitas yang berujung pada konstitusi negara. Jika bertanya 
mengapa konstitusi itu valid, mungkin dapat menunjuk pada konstitusi lama. 
Akhirnya mencapai beberapa konstitusi hingga konstitusi pertama yang ditetapkan 
oleh individu atau semacam majelis. Validitas konstitusi pertama adalah presuposisi 
terakhir, postulat yang final, di mana validitas semua norma dalam tata aturan hukum 
bergantung. Dokumen yang merupakan wujud konstitusi pertama adalah konstitusi 
sesungguhnya, suatu norma mengikat, hanya dalam kondisi dipresuposisikan sebagai 
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valid.
121
 Presuposisi inilah yang disebut dengan istilah trancendental-logical 
pressuposition. 
Semua norma hukum adalah milik satu tata aturan hukum yang sama karena 
validitasnya dapat dilacak kembali, secara langsung atau tidak, kepada konstitusi 
pertama. Bahwa konstitusi pertama adalah norma hukum yang mengikat adalah 
sesuatu yang dipreposisikan, dan formulasi preposisi tersebut adalah norma dasar dari 
tata aturan hukum ini.
122
 
Kalimat terakhir jelas menunjukkan adanya dua hal, yaitu norma dasar adalah 
presuposisi atas validitas konstitusi pertama. Norma dasar tidak dibuat dalam 
prosedur hukum oleh organ pembuat hukum. Norma ini valid tidak karena dibuat 
dengan cara tindakan hukum, tetapi valid karena dipresuposisikan valid, dan 
dipresuposisikan valid karena tanpa presuposisi ini tidak ada tindakan manusia dapat 
ditafsirkan sebagai hukum, khususnya norma pembuat hukum.
123
 
Logika Kelsen tersebut sering dipahami secara salah dengan 
mencampuradukkan antara presuposisi validitas dan konstitusi, manakah yang 
merupakan norma dasar(grundnorm)?. Hal inilah yang selanjutnya diselesaikan oleh 
Nawiasky dengan membedakan antara staatsfundamentalnorm dengan 
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staatsgrundgesetz atau grundnorm pada dasarnya tidak berubah sedangkan 
staatsfundamentalnorm dapat berubah seperti melalui kudeta atau revolusi.
124
 
Pendapat Nawiasky tersebut sebenarnya sejalan dengan pandangan Kelsen. 
Kelsen juga menyatakan bahwa konstitusi memang dibuat sulit untuk diubah karena 
dengan demikian menjadi berbeda dengan norma hukum biasa.
125
 Selain itu, Kelsen 
juga menyatakan bahwa suatu tata hukum kehilangan validitasnya secara keseluruhan 
jika terjadi kudeta atau revolusi yang efektif. Kudeta atau revolusi adalah perubahan 
tata hukum selain dengan cara yang ditentukan oleh tata hukum itu sendiri. Kudeta 
atau revolusi menjadi fakta hilangnya presuposisi validitas konstitusi pertama dan 
digantikan dengan presuposisi yang lain. Tata hukum yang berlaku adalah sebuah tata 
hukum baru meskipun dengan materi yang sama dengan tata hukum lama.
126
 
Berdasarkan uraian antara pandangan Kelsen dan Nawiasky tersebut dapat 
disimpulkan bahwa staats-fundamentalnorm yang dikemukakan oleh nawiasky 
adalah presuposisi validitas konstitusi pertama yang dikemukakan oleh Kelsen 
sebagai norma dasar. Sedangkan staats-grundgesetz-nya Nawiasky adalah konstitusi 
dalam pandangan Kelsen. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pancasila merupakan 
staatsfundamentalnorm atau merupakan bagian dari konstitusi?  
Pancasila lahir dan dirumuskan dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada saat membahas dasar negara, 
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khususnya dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyebut dasar 
negara sebagai Philosofische grondslag sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang 
sedalam-dalamnya yang diatasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. 
Soekarno juga menyebutnya dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. 
Pancasila adalah lima dasar atau lima asas.
127
 
B. Teori Implikasi Hukum dalam Pengambilan Putusan terhadap Perkara di 
Pengadilan 
Putusan hakim yang memiliki ide keseimbangan adalah putusan hakim yang 
memiliki atau memenuhi unsur 3 nilai dasar seperti yang pernah dikemukakan oleh  
Gustav Radbuch yakni nilai dasar kepastian hukum, nilai dasar keadilan, dan nilai 
dasar kemanfaatan. Putusan yang memenuhi unsur 3 nilai dasar ini dikatakan 
memenuhi ide keseimbangan dikarenakan aspek-aspek tentang hukum telah ada 
dalam nilai dasar hukum itu sendiri. 
Putusan hakim harus memenuhi dan mewujudkan kepastian hukum di dalam 
masyarakat karena putusan hakim selain untuk menegakkan hukum juga untuk 
memberi efek jera kepada si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. 
Nilai dasar keadilan juga harus ada dalam sebuah putusan hakim berbarengan 
dengan adanya kepastian hukum karena orang-orang yang berperkara di pengadilan 
datang untuk mencari sebuah keadilan tidak hanya kemenangan dalam sidang semata. 
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Hakim sebagai pembuat keputusan tidak dapat hanya langsung mengambil dari 
Undang-Undang (hakim menjadi corong Undang-Undang) tapi hakim harus 
menggunakan perasaan dan hati nuraninya di dalam memutuskan sebuah perkara 
karena dengan adanya keadilan berbarengan dengan kepastian hukum maka hukum di 
Indonesia dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. 
Putusan hakim juga harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam 
putusan hakim karena putusan hakim selain memenuhi unsur kepastian hukum dan 
keadilan juga harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada 
siapapun sehingga dapat dijadikan referensi oleh hakim lain untuk memutuskan suatu 
perkara dalam materi yang sama (yurisprudensi). 
Namun di dalam memenuhi putusan hakim yang memenuhi 3 unsur nilai 
dasar ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Hal ini dikarenakan sering terjadi 
ketegangan antara 3 nilai dasar ini (Spannungverhaitnis). Yang paling sering terjadi 
adalah ketegangan antara nilai dasar kepastian hukum dan nilai dasar keadilan karena 
di satu sisi hakim harus menegakkan hukum dengan melihat undang-undang untuk 
menjamin kepastian hukum tanpa mengindahkan rasa keadilan yang ada. 
Hal ini sangat susah sehingga banyak putusan hakim yang hanya menjamin 
kepastian hukum tanpa adanya rasa keadilan dalam putusannya. Sehingga hakim 
menjadi corong UU dan ini menimbulkan banyaknya putusan yang kontroversial dan 
tidak memenuhi rasa keadilan. 
Jadi didalam putusan hakim haruslah memenuhi unsur 3 nilai dasar karena 
putusan hakim yang didalamnya mengandung kepastian hukum, rasa keadilan, dan 
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bermanfaat bagi seluruh pihak sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat yang 
menginginkan hukum ditegakkan seadil-adilnya. Tapi juga putusan hakim harus 
bermanfaat untuk seluruh pihak dan masyarakat dan juga dapat digunakan sebagai 
petunjuk dan pedoman oleh hakim-hakim selanjutnya dalam memutuskan sebuah 
perkara.  
Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur 
yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 
Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di 
Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur 
yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan),dan folosofis 
(keadilan). 
Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakan 
sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/ peraturannya. Fiat justitia et pereat 
mundus, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan (Lucius Calpurnius Piso 
Caesoninus, 43 SM). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi 
masyarakat. 
Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi 
manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan 
hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat,. Demikian 
juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan 
ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun 
sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis. 
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Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus 
mendapat perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya 
tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. 
Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu 
perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh 
mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis 
(keadilan) ditampung didalamnya. 
Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul keresahan. Tetapi terlalu 
menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati hukum akibatnya kaku 
dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi memang peraturannya 
adalah demikian sehingga Undang-undang itu sering terasa kejam apabila 
dilaksanakan secara ketat. 
Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum 
acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dan hasil pemeriksaan itulah 
nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan 
pertimbangan dalam suatu putusan, sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan 
dalam mengemukakan/ menemukan fakta suatu kasus merupakan factor penting dan 
menentukan terhadap hasil putusan. Oleh karena itu tidak heran jika apa yang ada 
dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim. 
Maka setiap individu hakim, dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam 
memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil putusan. Hakim 
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dituntut lebih bijaksana dalam menyikapi pendapat masyarakat. Pendapat masyarakat 
(umum) tidak boleh diabaikan begitu saja dalam mempertimbangkan suatu perkara. 
Hakim harus ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan. Jangan sampai orang yang 
tidak bersalah dihukum karena disebabkan sikap tidak profesional dalam menangani 
perkara, begitu juga secara mudah pula melepaskan pelaku kejahatan dari hukuman 
yang seharusnya dijatuhkan. Hal itu tentu saja harus sesuai dengan keyakinan hakim 
yang professional dalam memutus sebuah perkara agar terwujudnya rasa keadilan 
bagi masyarakat. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Sekilas Tentang Duduk Perkara Nomor 013—022/PUU-IV/2006 tentang 
Pengujian Materil Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP 
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 013-022/PUU-
IV/2006 ini merupakan putusan tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUH Pidana) yang dibacakan pada sidang terbuka Mahkamah Konstitusi 6 
Desember 2006. Perkara yang diajukan oleh Eggi Sudjana (perkara Nomor 013/ 
PUU-IV/2006) dan Pandapotan Lubis (perkara Nomor 022/PUU-IV/2006) berisi 
permohonan pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, yang memuat 
ketentuan mengenai penghinaan dengan sengaja terhadap presiden atau wakil 
presiden, terhadap UUD 1945. Adapun duduk perkara Nomor 013/PUU-IV/2006, 
anatara lain: 
1. Pemohon I Perkara Nomor 013-022/PUU-IV/2006 oleh Eggi Sudjana, 
SH., M.Si. 
Pada tanggal 3 Januari 2006 Pemohon I mendatangi Kantor Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanyakan dan memberikan informasi serta 
menyampaikan beberapa perihal sebagai berikut: 
a. Bonus jasa produksi yang tidak dibayar oleh Bank Mandiri 
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b. Klarifikasi rumor yang berkembang tentang adanya pemberian hadiah 
mobil merek Jaguar oleh Harry Tanoesoedibjo kepada kepada orang-
orang yang dilindungi oleh istana. 
Sebelum bertemu dengan Ketua KPK, yaitu pada saat mendaftar pada bagian 
informasi dan menunggu panggilan untuk bertemu dengan Ketua KPK di ruangan 
Lobby Kantor KPK, pemohon didatangi dan diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh 
para wartawan yang berada atau sedang berkumpul di ruangan lobby KPK dengan 
salah satu pertanyaan dari pada wartawan tersebut adalah “Tujuan ke sini apa pak?”. 
Atas desakan para wartawan pada saat itu pemohon menyampaikan maksud dan 
tujuan kedatangan. Dengan menyampaikan atau memberikan keterangan kepada pers 
sebagai berikut: “Kita punya etika baik dalam pengertian penegakan hukum, yang 
utama adalah partisipasi masyarakat, dalam partisipasi masyarakat tersebut, oleh 
karena itu saya ingin mempertanyakan atau klarifikasi tentang rumor yang 
berkembang yang ingin saya klarifikasi dengan Ketua KPK atau jajaran KPK, bahwa 
ada seorang pengusaha yang memberikan mobil mungkin jenis Jaguar kurang  lebih 
begitu, kepada kementerian Sekab, dan Juru bicara Presiden juga presiden yang 
kemudian dikai oleh anaknya”. Pada bagian lain mengatakan, “..... oleh karena 
keberanian untuk mengungkapkan ada pada KPK yang katanya 
pemberantasan korupsi tidak pandang bulu, ini terjadi disekitar istana dan 
orang istana yang melakukannya....”, lalu ada pertanyaan dari salah seorang 
reporter yang hadir, “itu ada berapa unit?” lalu dijawab, “sepanjang yang kita 
tau baru empat, mungkin bisa lebih begitu.......”, lalu reporter bertanya lagi “siapa 
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pengusahanya ?” dijawab, “bahwa pengusahanya itu adalah Hary Tanoe, yang orang 
pers tau lah........” lalu ada pertanyaan lagi dari reporter, “apakah laporan ini 
berdasarkan investigasi atau ada laporan dari masyarakat?”, dijawab, “rumors......, 
rumors itu kuat sekali maka harus dibuktikan. Pertemuan dengan Ketua KPK ini 
setelah pemohon mempertanyakan kemungkinan adanya indikasi KKN mengenai 
bonus jasa produksi ECW NELOE yang tidak dibayarkan oleh Bank Mandiri. 
Setelah bertemu dengan Ketua KPK, ketika hendak menuju kendaraan (mobil) 
untuk pulang, Pemohon dihadang dengan sejulah pertanyaan oleh para wartawan 
yang sedang berkumpul dan kembali memberikan pernyataan/keterangan mengenai 
hasil pertemuan Pemohon dengan Ketua KPK. 
Bahwa apa yang teleh dikemukakan Pemohon di dihadapan Ketua KPK dan 
pernyataan/keterangan tersebut bertempat di kantor KPK Jalan. Veteran III No. 2 
Jakarta Pusat, adalah hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28F 
Undang-Undang 1945 yaitu: 
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkann pribadi dan lingkungan sosialnya, serta behakn utuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelolah dan menyampaikan informasi 
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 
Bahwa apa yang telah dikemukakan/ disampaikan oleh pemohon di depan 
Ketua KPK maupun kepada wartawan sebagaimana yang telah dijelaskan tidak hanya 
dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, tetapi juga telah mendapatkan tempat yang 
dijamin dalam Pasal 8, Pasal 9, Bab VI mengenai peran serta manyarakat UU Nomor 
70 
 
 
 
 
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Pasal 41 Bab V mengenai peran serta masyarakat 
dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
Informasi yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada Ketua KPK dan serta 
kepada para wartawan seperti tersebut diatas. Oleh aparat penegak hukum dalam hal 
ini Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta/Kejaksaan Negeri Jakarta 
Pusat berdasarkan laporan Polisi No. 16/K/F/2006/SPK unit II, tanggal 6 Januari 
2006, atas nama pelapor Bripka Ahmad Fadilah, Spdl (anggota Pilri Sat I Kamneg 
Dit Reskrimum) dianggap merupakan tindakan penghinaan dengan sengaja terhdap 
Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 134 KUHP jo Pasal 136 bis 
KUHP sehingga pemohon dicekal berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung 
Republik Indonesia Nomor Kep-057/O/DSP. 3/02 Tanggal 15 Pebruari 2006, 
Tentang pencegahan dalam perkara pidana Reg Nomor 1411/ Pid. B/2006/PN/Jkt/Pst 
sehingga pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28F 
UUD 1945. 
Adapun kerugian hak konstitusional Pemohon akibat penerapan Pasal 134 dan 
136 bis KUHP sangat besar: 
a. Dalam dimensi sosiologis, sebagai aktivis dan politisi, Pemohon sangat 
dibatasi ruang geraknya, kreatifitasnya terhambat, dan tidak bisa 
bersikap kritis terhadap pemerintah, terutama Presiden dan wakil 
Presiden; 
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b. Akibat Penerapan ini, Pemohon dicekal sehingga tidak dapat 
melakukkan aktivitas bisnis seperti seperti pergi ke Singapura dan 
Hongkong untuk pengurusan proyek Jakarta Monorel yang nilai 
proyeknya US$ 500 juta. 
c. Konsekuensi dari penerapan Pasal 134 dan 136 bis KUHP, pemohon 
merasa terhina dan tercemarkan nama baiknya. Juga orang tua 
Pemohon, keluarga Pemohon, dan teman-teman Pemohon sangat 
disusahkan baik perasaan dan materinya karena harus keluar ongkos 
sendiri-sendiri jadi sangat jelas dirugikan penerapan Pasal 134 dan 136 
bis KUHP ini; 
d. Pemohon merasakan telah terjadi pembunuhan karakter (Character 
Assassination), karena mengapa rumors jaguar ini yang sesungguhnya 
tidak pantas untuk diadili akan tetapi tetap dipaksakan juga agar tetap 
diadili yang bersamaan dengan kondisi Pemohon saat ini sedang 
berupaya melakukan kampanye sebagai kandidat Ketua Umum PPP 
yang Insyaallah bermuktamar bulan Januari 2007, yang tentunya apabila 
Pasal 134 dan 136 bis KUHP yang didakwakan kepada Pemohon untuk 
terus diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian 
mungkin saja pemohon dinyatakan bersalah sesuai dengan tuntutan 
hukumnya selama 6 tahun, maka hal ini membuat jelas pembunuhan 
karakter terhadap karir politik Pemohon.  
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Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk 
memberikan Putusan Provisi berupa penghentian sementara pemeriksaan atas diri 
Pemohon sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Tindak 
Pidana Penghinaan Terhadap Presiden sebagaimana terdaftar dalam Registrasi, 
sampai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat dan  final atas 
permohonan ini. Hal ini dikarenakan, apabila proses peradilan di Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat tetap berlanjut, sementara Permohon ini di proses maka akan 
menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, dan apabila Mahkamah Konstitusi 
mengabulkan permohon ini maka dikawatirkan akan terjadi tumpang tindih dasar 
hukum yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dan majelis hakim Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat 
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, Pemohon dengan ini memohon agar sudi 
kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitui Republik Indonesia berdasarkan 
wewenangnya sebagaimana diatur dalam  Pasal 24C UUD Negara Republik 
Indonesia 1945 juncto Pasal 10 Ayat (1)  juncto Pasal 45, junctoPasal 51 Ayat (1) UU 
No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili 
dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 
a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 
b. Mengabulakan permohonan provisi Pemohon 
c. Menyatakan isi Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP beserta 
penjelasannya adalah bertentangan/ tidak sesuai dengan Pasal 28F UUD 
1945  
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d. Menyatakakan bahwa Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP tidak 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 
 
2. Pemohon II Perkara Nomor 022/PUU-IV/2006 oleh Pandapotan Lubis 
Pada Tanggal 16 Mei 2006, sekitar jam 11.00 WIB Pemohon 
bersama beberapa aktivis menyampaikan fikiran dan pendapatnya disekitar 
Bundaran Hotel Indonesia sambil memasang beberapa perangkat aksi: 
a. Sebuah Bendera Merah Putih 
b. Tiga buah bendera, masing-masing berwarna merah, hitam dan biru 
berrtuliskan Rakyat Bergerak 
c. Tiga macam spanduk, masing-masing berwarna Merah, Biru dan Hijau 
bertuliskan Kembali Kejiwa dan Semangat Cita-cita Proklamasi  
d. Tiga macam poster berupa gambar resmi Presiden RI Soesilo Bambang 
Yudhoyono dan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla dengan tulisan. 
e. Selebaran dengan tilisan berbahasa Indonesia yang dibagikan kepada 
para anggota masyarakat 
Khusus tentang Poster-poster tersebut adalah sebagi berikut: 
a. Poster pertama, 2 gambar saling bersebelahan (Presidendan Wakili Presiden), 
bertuliskan dalam Bahasa Indonesia: di bagian atas: “Kami tidak Tahan Lagi” 
dan di bagian bawah: “Turun”. 
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b. Poster Kedua, dua gambar saling bersebelahan (Presiden dan Wakil Presiden), 
bertuliskan dalam bahasa Inggris: dibagian atas: “No Trust” dan dibagian 
bawah: “Down”. 
c. Poster ketiga, dua gambar saling membelakangi dan kebalikan diatas dan 
dibawah (Presiden dan Wakil Presiden) dengan tambahan simbol daun 
semanggi berwarna merah seperti pada kartu bridge, bertuliskan dalam bahasa 
campuran Inggris dan bahasa Indonesia: dibagian atas: “the jokers” dan 
dibagian bawah: “kartu mati”. 
Pada aksi penyampaian pendapat pada tanggal 16 MEI 2006 itu, seperti biasa, 
pihak aparat kepolisian 1 demi 1 datang dan ikut berbincang-bincang sambil mencatat 
ini dan itu. Ketika pembiacaraan pada pihak polri ada seorang polri yang menanyakan 
kepada Pemohon kenapa tidak dibuat patung presiden dan wakil presiden untuk 
dibakar, atau membawa ban bekas untuk dibakar. Akan tetapi Pemohon tidak terikut 
oleh kata-kata yang provokatif tersebut. Bahkan, hari itu, orasipun tidak disampaikan, 
selain Pemohon meniup-niup harmonika untuk melanjutkan lagu-lagu perjuangan. 
Kemudian aksi pada tanggal 16 Mei 2006 tersebut menjadi lain dari hari-hari 
sebelumnya. Setelah beberapa saat Pemohon meninggalkan tempat pada sekitar jam 
13.00 WIB, karena sesuatu urusan pertemuan di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 
Indonesia, para aktifis lain yang sedang melakukan kegiatan penyampaian pendapat 
itu digrebek oleh beberapa polisi dan dengan dibantu beberapa anggota Satuan Polisi 
Pamong Praja, di mana 4 orang ditangkap dan alat-alat peraga diambil paksa oleh 
mereka, terdiri dari : 
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a. 15 poster pertama 
b. 12 poster kedua 
c. 2 poster ketiga 
d. Masing-masing Bendera Rakyat Bergerak 
e. Masing-masing spanduk bertuliskan Kembali Kejiwa Dan Semangat Cita-
cita Proklamasi 
Adapun yang ditangkap yaitu Kasin, Nanang, Hargono, Jawal, Tidak ada yang 
melawan, sekalipun tidak diberitahu kenapa mereka ditangkap kemudian mereka 
dibawa ke Kantor Polsek Menteng lalu dibawa ke Polres Jakarta Pusat di jalan 
Kramat Raya. Disana pun para tahanan tidak diberitahu kenapa mereka ditangkap. 
Mereka di introgaso sebagai saksi, tanpa ditanya terlebih dahulu apakah mereka 
membutuhkan kehadiean pembela. Introgasi mengarah kepada kedudukan Pemohon 
yang dianggap sebagai pemimpin rombongan, atau koordinator lapangan.  
Mendengar berita penangkapan itu, Sri Bintang Pamungkas mengontak 
perhimpunan bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dan mendapatkan saudara 
Irfan, SH. Untuk meminta bantuannya membebasakan para aktivis yang ditangkap. 
Bantuan segera diberikan hingga pagi hari tanggal 16 Mei 2006 dengan mendampingi 
para aktivis. Sore hari itu mereka yang ditangkap dibebaskan. Mereka menceritakan, 
bahwa introgasi kepada masin-masing jyang ditangkap itu mengarah pada usaha 
memperoleh informasi tentang peranan Pemohon. 
Pemohon ditangkap di Taman Ismail Marzuki pada siang hari tanggal 18 Mei 
2006 sesudah Pemohon bangun tidur dan selesai mandi. Oleh beberapa anggota Polri. 
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Pemohon dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah (Polda Metro Jaya) dan diminta 
menandatangani surat penangkapan, tanpa menejelaskan alasan penangkapan, selain 
membaca apa yang tertulis di dalam surat penagkapan.  
Permintaan Pengacara agar Pemohon ditangguhkan penahanannya tidak 
dijawab, nahkan diperpanjang penahanannya hingga di pindahkan dari Rutan Polda 
ke Rutan Salemba. Penahanan dan pemberkasan perkara terus berlanjut sampai 
gugatan Pra Pradilan terhadap Polda Metro Jaya, hingga perkaranya di ajukan dan 
diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. Registrasi Perkara PDM-
1662/JKTPST/07/2006. Dalam gugatan Pra Pradilan di Pengadilan Negeri Jakaarta 
Selatan Pemohon dikalahkan, dan demikian pula eksepsi Pemohon di Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat juga ditolak oleh Majelis Hakim. Sampai sekarang persidangan 
perkara Pemohon masih terus berlanjut. 
Pemohon merasa hak-hak asasinya dalam menyampaikan pendapat diingkari, 
juga merasa diperlakukan sewenang-wenang karena: 
a. Sebanyak tiga belas orang anggota Polri dikerahkan untuk menangkap 
Pemohon di Taman Ismail Marzuki layaknya menangkap pernjahat besar 
b. Pemohon ditahan, selain kemerdekaannya sebagai manusia bebas telah 
direnggut, penahanan mana, dengan alasan apapun, adalah 
pelanggaran/kejahatan atas hak asasi manusia 
c. Diperlakukan secara diskriminatif, karena banyak kasus “pelanggaran 
terhadap pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden”, 
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tersangkanya tetap bebas sebelum ada putusan yang bersifat tetap, antara 
lain, itu berlaku untuk tersangka Sri Bintang Pamungkas. 
d. Permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh kuasa hukum 
pemohon yang telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP 
dengan jaminan dari istri pemohon dan Sri Bintang Pamungkas, sahabat 
Pemohon, tidak dijawab oleh pihak Polda. 
e. Mereka yang menengok di Rutan Polda dan Rutan Salemba di persulit 
dengan berbagai macam pungutan yang jumlahnya meliputi puluhan ribu 
rupiah. 
f. Diperlakukan tidak manusiawi ketika harus diborgol dalam perjalanan dari 
kamar sel rutan menuju kendaraan, dan dari ruang sel pengadilan menuju 
ruang sidang. 
Akibat menjadi korban kesewenang-wenangan pasal-pasal tersebut, Pemohon 
khususnya menderita berbagai bentuk kerugian dalam banyak bidang kehidupan, 
sebagai berikut: 
a. Keluarga Pemohon menjadi terlantar dan nama baik pemohon seerta 
keluarga menjadi tercemar karena pemohon telah dianggap dan ditahan 
sehingga tidak dapat mencari nafkah bagi keluarga pemohondari seorang 
istri dan 6 orang anak. 
b. Kebebasan Pemohon untuk menyampaikan pendapat yang merupakan hak 
asasi Pemohon yang diberikan oleh konstitusi telah sangat dibatasi dan 
bahkan dihilangkan. 
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B. Analisis Penerapan Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-
022/PUU-IV/2006 
Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana bisa menimbulkan 
ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) karena amat rentan pada tafsir apakah 
suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan 
terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini secara konstitusional bertentangan 
dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa :“ Setiap orang 
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum” 
Pengimplementasian pasal 28D UUD 1945 pada ayat 1 adalah dengan 
menegakkan supremasi hukum bagi tiap masyarakat dan pada suatu saat dapat 
menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi. Sedangkan masalah 
kebebasan berpendapat telah dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menjelaskan 
bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 
Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana berpeluang pula 
menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan 
ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum 
terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara 
konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 
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1945; oleh karena itu delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden 
menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310-Pasal 321 KUHPidana manakala 
penghinaan (beleediging) ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal 207 
KUHPidana dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil 
Presiden selaku pejabat (als ambtsdrager).  
Menimbang bahwa menurut sejarahnya Pasal 134 KUHPidana yang 
dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, secara konkordan berasal dari Artikel 111 
Nederlands Wetboek van Strafrecht (WvS Nederland, 1881) yang mengatur tentang 
opzettelijke beleediging den Koning of der Koningin dengan ancaman hukuman 
penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 300 gulden. Berdasarkan 
Koninklijk Besluit (KB) bertanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, diberlakukan 
Wetboek van Strafrecht voor Nederlands – Indie (WvS Nederlands – Indie), namun 
dinyatakan mulai berlaku mengikat sejak tanggal 1 Januari 1918, dimuat dalam 
Staatsblad 1915 Nomor 732. Pasal 134 WvS Nederlands - Indie berbunyi, 
“Opzettelijke beleediging den Koning of der Koningin aangedaan, wordt gestraf van 
ten hoogste zes jaren of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden“. Dalam pada 
itu, menurut Pasal 7 Oendang-Oendang 1946 Nomor 1 tentang Peratoeran Hoekoem 
Pidana, nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandch – Indie diubah menjadi 
Wetboek van Strafrecht atau dapat disebut Kitab Oendang-Oendang Hoekoem 
Pidana. Pasal 8 Angka 24 Oendang-Oendang 1946 Nomor 1 menetapkan bahwa 
perkataan Koning of der Koningin pada Pasal 134 KUHPidana diganti dengan kata 
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President of den Vice – President (H. Soerjanatamihardja, Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, 1952), kini disebut Presiden atau Wakil Presiden; 
Menimbang, ancaman hukuman penjara dalam Pasal 134 KUHPidana (dahulu 
Pasal 134 WvS Nederlands – Indie) lebih berat dari ancaman hukuman penjara yang 
termaktub dalam Artikel 111 WvS Nederland, yakni ancaman hukuman penjara 
paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah dalam Pasal 134 
KUHPidana sedangkan ancaman hukuman penjara yang termaktub dalam Artikel 111 
WvS Nederland adalah paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga ratus 
gulden. Ancaman hukuman dikenakan lebih berat bagi kaula (onderdaan) negeri 
jajahan ketimbang ancaman hukuman yang diberlakukan bagi burger di negeri 
Belanda. Para kaula (onderdanen) lebih dituntut menjaga martabat de persoonlijke 
macht des Konings (of der Koninginen) guna memelihara ketertiban umum 
(rechtsorde) di negeri-negeri jajahan. Sementara itu, menurut W.A.M. Cremers (et al, 
1980), pengertian penghinaan (belediging) menurut Artikel 111 WvS Nederland 
mempunyai arti sama dengan pengertian belediging menurut Artikel 261 WvS 
Nederland, atau Pasal 310 KUHPidana. Begitu pula C.P.M. Cleiren (et al, 1994) 
mengatakan bahwa Artikel 111 WvS Nederland (atau Pasal 134 KUHPidana) 
merupakan kekhususan dari delik-delik dalam Bab XVI WvS Nederland tentang 
Penghinaan, atau Bab XVI KUHPidana. Jadi arti penghinaan menurut Pasal 134 
KUHPidana berkaitan dengan arti penghinaan dalam Pasal 310 – 321 KUHPidana, 
kata Ahli Prof. Mardjono Reksodiputro. Namun perlakuan hukum berbeda 
(diskriminatif) tatkala pelaku (dader) Pasal 134 KUHPidana diancam hukuman lebih 
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berat (paling lama enam tahun) sementara ancaman hukuman penjara bagi pelaku 
penghinaan menurut Pasal 310 KUHPidana diancam hukuman penjara paling lama 
sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, lagi pula 
pelakunya baru dapat dituntut atas dasar pengaduan (klacht);  
Menimbang bahwa ketika permohonan pengujian para Pemohon terhadap 
Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana diajukan kepada Mahkamah di 
saat ini dipandang perlu mempertimbangkan apakah ketiga pasal pidana yang 
mengatur delik penghinaan khusus terhadap Presiden dan Wakil Presiden masih perlu 
diberlakukan dalam sistem KUHPidana RI;  
Menimbang bahwa dua orang ahli, Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. 
dan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A. memandang bahwa pasal-pasal pidana 
dimaksud tidak perlu diberlakukan lagi. Ahli Prof. Mardjono Reksodiputro di 
persidangan berpendapat bahwa dalam hal penegakan Pasal 134 KUHPidana dan 
Pasal 136 bis KUHPidana, arti penghinaan harus mempergunakan pengertian yang 
berkembang dalam masyarakat tentang Pasal 310-321 KUHPidana (mutatis 
mutandis). Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar 
(fundamental social values) dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik 
penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap 
kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat pemerintah (pusat 
dan daerah), kata Ahli Mardjono Reksodiputro. Menurut Ahli, tidak perlu lagi ada 
delik penghinaan khusus terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dan cukup dengan 
adanya Pasal 310-321 KUHPidana. Ahli Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa 
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dalam suatu negara republik, maka kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan 
pribadi Presiden (dan Wakil Presiden), seperti yang berlaku untuk pribadi Raja dalam 
suatu negara kerajaan. Ahli Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., di depan 
persidangan, berpendapat bahwa bertalian dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 
137 KUHPidana maka perlu diingat Pasal V Oendang-Oendang Nomor 1 Tahun 1946 
yang merupakan toets steen (batu penguji) tentang relevansi dan raison d‟etre pasal-
pasal KUHPidana. Pasal V Oendang-Oendang Nomor 1 Tahun 1946 dimaksud 
menyatakan, “Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang 
tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia 
sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya 
atau sebagian sementara tidak berlaku.” Ahli memandang bahwa Pasal 134, Pasal 
136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana dalam era demokrasi reformasi tidak lagi relevan 
dan hilang raison d‟etre-nya. Dikatakan, dewasa ini harus diingatkan kembali dan 
diimplementasikan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya Ahli menyatakan, 
“Perlu dibedakan antara kritik dan pencemaran nama baik, fitnah serta penghinaan. 
Demokrasi bisa berfungsi manakala diimbangi reformasi. Tanpa reformasi, 
demokrasi akan menjadi „huruf mati‟”;  
Menimbang bahwa ketika permohonan pengujian para Pemohon terhadap 
Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana diajukan, telah terjadi (dan 
berlaku mengikat) perubahan ketiga UUD 1945. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 
berbunyi, ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar.” Kedaulatan atau sovereignty berada pada rakyat dan bahwasanya 
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Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga 
karena itu bertanggung jawab kepada rakyat. Martabat Presiden dan Wakil Presiden 
berhak dihormati secara protokoler, namun kedua pemimpin pilihan rakyat tersebut 
tidak dapat diberikan privilege yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan 
perlakuan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum 
dengan warga negara lainnya. Terlebih-lebih, Presiden dan Wakil Presiden tidaklah 
boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif berbeda dengan 
kedudukan rakyat banyak selaku pemegangkedaulatan tertinggi, kecuali secara 
prosedural dalam rangka mendukung fungsinya privilege tertentu dapat diberikan 
kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, hal dimaksud secara 
konstitusional bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945;  
Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana bisa 
menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) karena amat rentan pada 
tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau 
penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal dimaksud secara 
konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu 
saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin 
Pasal 28F UUD 1945;  
Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana 
berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, 
tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan 
aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud 
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secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) 
UUD 1945;  
Menimbang bahwa oleh karena itu delik penghinaan terhadap Presiden 
dan/atau Wakil Presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310-Pasal 
321 KUHPidana manakala penghinaan (beleediging) ditujukan dalam kualitas 
pribadinya, dan Pasal 207 KUHPidana dalam hal penghinaan ditujukan kepada 
Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pejabat (als ambtsdrager);  
Menimbang bahwa selain itu, keberadaan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 
137 KUHPidana juga akan dapat menjadi ganjalan dan/atau hambatan bagi 
kemungkinan untuk mengklarifikasi apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah 
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945 yang 
berbunyi, ”Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa 
jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan 
Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, 
atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden”, karena upaya-upaya melakukan klarifikasi 
tersebut dapat ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden; 
Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di 
atas, Mahkamah berpendapat, Indonesia sebagai suatu negara hukum yang 
demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi 
hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi 
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jika dalam KUHPidananya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 
bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi 
kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan 
prinsip kepastian hukum. Sehingga, dalam RUU KUHPidana yang merupakan upaya 
pembaharuan KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal 
yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 
KUHPidana. Terlebih lagi, ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 134 paling 
lama enam tahun penjara dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi 
khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak 
pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara lima tahun atau lebih; 
Analisis 
Berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang mendasari lahirnya putusan 
tersebut maka penulis berpendapat bahwa di dalam Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 
137 diterapkan berdasarkan Asas Konkordansi, sehingga peraturan-peraturan yang 
awalnya berlaku pada Negara Penjajah yang notabene Belanda berlaku pula di negara 
bekas jajahannnya yakni Negara Indonesia seperti yang terdapat dalam Oendang-
Oendang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana. Tetapi dengan 
munculnya pasal-pasal karet tersebut membuat Rakyat Indonesia tidak bebas dalam 
mengeluarkan pendapat, berserikat dan mendapatkan informasi tentang Presiden dan 
Wakil Presiden. 
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Penulis berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut sudah tidak tepat lagi di 
berlakukan di Indonesia, mengingat Negara Indonesia adalah negara yang Demokrasi 
dan negara yang memiliki Kontitusi. Dalam Konstitusi Indonesia telah menjamin Hak 
Konstitusional warga negara tepatnya dalam Amandemen UUD 1945 tentang Hak 
Asasi Manusia yaitu  Pasal 27 (1), Pasal 28, Pasal 28D (1), Pasal 28E (2) (3) dan 
Pasal 28F.  
Menurut penulis penerapan hukum dalam judicial review sesuai dengan 
“superior derogat lege inferiori”. Sehingga Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137  
sudah layak di hapuskan dalam KUHP, karena bertentangan dengan Konstitusi. 
 
C. Analisis Implikasi Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi 013-022/PUU-
IV/2006 tentang Uji Materil 134, 136 bis, 137 KUHP 
Menurut berdasarkan penjelasan pada Bab sebelumnya implikasi hukum 
memiliki 3 unsur yakni:  
1. Kepastian Hukum  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dalam 
perspektif kebebasan berpendapat dan berkekspresi memberikan implikasi hukum 
pada masyarakat tentang kepastian hukum yang diatur dalam UUD 1945 tepatnya 
pada pasal sebagai berikut:
128
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Pasal 28 UUD 1945 
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan 
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 
Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum.  
Pasal 28E Ayat 2 dan 3 UUD 1945 
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 
mengeluarkan pendapat. 
Pasal 28F UUD 1945 
Setiap orang berhak berkomunikasi dan memeperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak utnuk mencari 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelolah, dan menyampaikan informasi 
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 
Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006   
sehingga masyarakat mempunyai kepastian hukum ketika berpendapat dan 
berekspresi dan tidak menjadi bulan-bulanan aparat kepolisian. 
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2. Nilai Keadilan  
Mahkamah Konstitusi telah menjalankan tugasnya dengan benar berdasarkan 
Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
berbunyi sebagai berikut:
129
 
Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya yang bersifat final untuk menguji Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh 
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan 
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
Dengan berdasarkan pasal tersebut menurut penulis, Mahkamah Konstitusi 
dengan sembilan hakim konstitusi (Jimly Assiddiqie, H. M. Laica Marzuki, H.A.S. 
Natabaya, Maruarar Siahaan, Abdul Mukthie Fadjar, H. Achmad Roestandi, Harjono, 
I Dewa Gede Palguna, Soedarsono)  telah memenuhi unsur keadilan dalam memutus 
Perkara 013-022/PUU-IV/2006. Karena dalam putusan tersebut menguji undang-
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undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan mempertimbangkan kebebasan 
berpendapat dan berekspresi warga negara Indonesia. 
3. Kemanfaatan 
Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 013-022/PUU-
IV/2006memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang 
kebebasan berpendapat dan berekspresi terhadap presiden dan wakil presiden. 
Putusan tersebut telah membantu negara ini menjaga agar pasal-pasal pidana 
di kitab hukum pidana indonesia tidak dijadikan sebagai alat represi penguasa, tidak 
lagi melanggar hak-hak asasi yang secara tegas dicantumkan dalam konstitusi tetapi 
justru untuk melindungi hak dan martabat warganegaranya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pokok permasalahn yang tekah dirumuskan, yaitu Bagaimanakah 
penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-
IV/2006 dan Bagaimana Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
013-022/PUU-IV/2006, maka penulisan ini membuat kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan Penerapan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 013-
022/PUU-IV/2006 dalam Teori Hans Kelsen, Pasal 134, Pasal 136bis dan 
Pasal 137 KUHP layak untuk di hapus karena bertentangan dengan 
Konstitusi Republik Indonesia. 
2. Impilikasi dari penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 013-
022/PUU-IV/2006 telah memberikan kepastian hukum, keadilan dan 
manfaat bagi masyarakat Indonesia dalam kebebasan berpendapat dan 
berekspresi terkait Presiden dan Wakil Preisden. 
 
B. Saran 
Memperhatikan kesimpulan studi ini, maka penulis menyarankan bahwa, 
walaupun pasal tentang Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden 
telah di hapuskan karena tidak sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat yang 
makin terbuka dan demokratis.  
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Namun perlu adanya payung hukum yang jelas, tidak menimbulkan ambigu 
atau multi tafsir dalam masyarakat. 
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